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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS
FOR CAPITAL INVESTMENT
(The Study of the Implementation Regulation Head of the Capital Investment
Coordination Board Nomor 14 Tahun 2011 about Minimum Service
Standards for Capital Investment Provincial and Regency/District on a Body
of Integrated Permit Service and Investment Lamandau Regency)

HENDRY PURNOMO
Universitas Terbuka
hendrypurnomo.hpiesematl.com

Regional opportunities willing to attract investor to invest its capital in the
region very open to the era of globalization and free markets now not only for
national investors but also for international investors. To become investment
destinations first was regions should be attractive to investment.” The minimum
service standards (SPM) for capital investment by integrated. services agency and
licensing investment (BPPTPM) Lamandau Regency expeeted.to increase investment
and create conducive investment climate. Enters in 2014 where the target of this must
be achieved. SPM still encountered constraint in implementation. The purpose of this
study is to analyze and describe the implemeritation of basic services indicators of
minimum service standards in areas of capital investment in accordance with the
regulations of the capital investment Coordination Board Chief number 14 in 2011
about the minimum service standard field of Investing Provinces and Regency /
District by BPPTPM Lamandau Regency and factors what became a supporter and a
barrier to implementation. This «research uses descriptive qualitative approach
method. Research information’ sources specified by using purposive sampling
methods, the head of the ‘Agency's Integrated Licensing Services and capital
investment, capital investment, the head of the head of service of Advanced and
strategic Licensing, head of Sub fields of the development and promotion of
investment and Executing the field 1 capital investment. Data collection using
observation. in-depth interviews is not structured and of documentation, report or
decision letter. Data- analysis using the techniques of Interactive Analysis Models
from Miles and Huberman. Implementation of SPM research results from the field of
Investing at BPPTPM Lamandau Regency until 2013 has not been carried out in
accordance with the targets set out in the Investment field of SPM. Factors supporters
of the success of the implementation of spm this is a factor of communication which
includes an absence of clarity information, the consistency and coordination. factor is
the presence of information, resources factor is the attitude of implementor
disposition that do not conflict and the presence of transparency. Barrier to
communication factors s a factor is the transmission of policy target still lacking, to
the group a factor of resources, lack of the quantity and quality of its human
resources, authority and financial landscape for the implementation of the program, /
event less than adequate factor disposition is the absence of an incentive for the
committee said and support the leadership needs to be improved. and the operational
procedures standart bureaucratic lack of structure.

Keywords: Capital investment field of SPM, implementatton, policy.
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ABSTRAK

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL
(Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau)

HENDRY PURNOMO
Universitas Terbuka
hendrypurnomo.hpig:gmail.com

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan
modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini,
tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga terhadap investor international.
Upaya untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama Kali adalah daerah harus
menarik bagi investasi. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Penanaman Modal oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau diharapkan dapat. meningkatkan investasi dan
menciptakan iklim investasi yang kondusif. Memasuki tahun 2014, target dari SPM
ini sudah harus tercapai, tetapi hingga saat” ini-masih ditemui kendala dalam
implementasinya. Tujuan penelitian ini’ ‘adalah untuk menganalisis dan
mendeskripsikan tentang implementasi indikator-indikator pelayanan dasar dari SPM
Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan.Kabupaten / Kota oleh BPPTPM Kabupaten
Lamandau dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat
implementasinya. Penelitian ifii menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sumber informasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode
purposive sampling, yaitu Kepala Badan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis. Kasubid Pengembangan dan
Promosi Investasi” dan. Pelaksana bidang penanaman modal. Pengumpulan data
menggunakan observasi. wawancara secara mendalam (in-depth interview) tidak
terstruktur dan studi literatur, laporan maupun surat keputusan. Analisa data
menggunakan teknik fnteractive Model Analvsis dari Miles and Huberman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan
target vang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Faktor-faktor
pendukung dari keberhasilan implementasi SPM i adalah faktor komunikasi yang
meliputi ada kejelasan informasi. konsistensi dan koordinasi. faktor sumberdaya
berupa informasi, faktor disposisi berupa sikap implementor yang tidak bertentangan
dan ada transparansi. Faktor-faktor penghambat dari faktor komunikasi adalah
transmisi kebijakan kepada kelompok sasaran masih kurang. faktor sumberdaya,
kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah. wewenang dan finansial untuk
pelaksanaan program / kegiatan masih kurang memadai, faktor disposisi berupa tidak
ada insentif bagi pelaksana, dan dukungan pimpinan perlu ditingkatkan. dan faktor
struktur birokrasi berupa ketidaktersediaan Standar Operasional Prosedur.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, SPM Bidang Penanaman Modal
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah sebagian kewewenangan pemerintah pusat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah juga mempunyai
kewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha di daerah sebagai
basis pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu daerah perlu melakukan
pemberdayaan investasi di daerah yang harus dilakukan dengan cara yang
sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan
modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang
ini, tidak hanya terhadap investor -nasional tetapi juga terhadap investor
international. Untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama kali adalah
daerah harus menarik bagi investasi.

Salah satu faktor yang membuat daerah menarik bagi investor adalah
adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dicirikan
adanya aturan main yang yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan.
Aturan main yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan diperlukan
untuk memberikan kepastian persyaratan, prosedur maupun biaya yang perlu
disiapkan investor sebelum membuka usaha di daerah sehingga menghindari
adanya KKN dalam pengurusan berbagai izin investasi maupun selama proses
produksi berjalan (Ikhsan, M.,dkk., 2011:8.85-8.86).

Oleh karena itu, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik

yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,
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responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam
arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif
menentukan masa depannya sendiri (Widodo, dalam Ma’ruf, 2010:21).

Dalam rangka memangkas birokrasi untuk dapat meningkatkan iklim
usaha dan menarik investor nasional dan asing maka Pemerintah Kabupaten
Lamandau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20
tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah, membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi- dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Lamandau yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai institusi yang
khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat,
pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintahan di
daerah, sehingga dapat memberikan hasil berupa peningkatan terhadap pelayanan
umum khususnya dibidang perizinan.

Untuk lebih memperluas wewenang Kantor Pelayanan Terpadu dalam
melakukan pelayanan publik dan menarik investasi, maka ditingkatkan statusnya
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya
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diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang penanaman Modal Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan ini
diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan iklim investasi yang
kondusif. Standar pelayanan minimal bidang penanaman modal meliputi
Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan
tahun 2014 yang terdiri dari: a:Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama
Penanaman Modal; c¢. Pelayanan Penanaman Modal d. Promosi Penanaman
Modal; e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan
Pelatihan Penanaman Modal.

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan
implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap
yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan; Heineman et al.,
Ripley dan Franklin, Wibawa dkk., dalam Akib, 2010 : 1). Pandangan tersebut
dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (dalam Akib, 2010: 1) bahwa tanpa
implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil

dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah
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dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya
mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau sampai pada Tahun 2013, dari 7 indikator pelayanan dasar, yang
mencapai target hanya 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi
peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan indikator dari  kebijakan
penanaman modal dan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
Kabupaten indikator dari Promosi penanaman modal , untuk. terselenggaranya
bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia
usaha indikator dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) indikator dari. pengelolaan data dan sistem informasi
penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 indikator pelayanan dasar, yaitu
terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kebupaten dengan
pengusaha tingkat. Provinsi/nasional indikator dari kerjasama penanaman modal,
terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal
melalui PTSP di bidang Penanaman Modal indikator dari pelayanan penanaman
modal dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha indikator dari Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan
Penanaman Modal belum terealisasi.

Dari data tersebut dapat dilihat adanya kendala dalam pencapaian target

SPM Kkarena ada jenis pelayanan dasar yang tidak mencapai target yang telah
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ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memang seringkali menghadapi
berbagai masalah. Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu
sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan
publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-
hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak
faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal
yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik
itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya
tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastra, 2006: xiii).

Menurut George C. Edward III ( dalam Akib dan Tarigan, 2008:3), ada
empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi,
yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur
organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi
kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan menganalisa faktor-
faktor tersebut akan diketahui faktor penyebabnya dan diharapkan mendapatkan
solusi dari permasalahan tersebut.

Dengan' memfokuskan pada indikator-indikator pelayanan dasar yaitu
tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang wusaha unggulan;
terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kebupaten dengan
pengusaha tingkat Provinsi/nasional; terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten; terselenggaranya pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman

Modal; terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
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kepada masyarakat dunia usaha; terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); dan terselenggaranya
sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, maka
penulis tertarik untuk meneliti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam menerapkan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Penanaman Modal.

B. Perumusan Masalah

Dari vraian diatas dapat diindentifikasi permasalahan yang-terjadi dalam
penerapan indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman
modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana indikator-indikator dari‘pelayanan dasar SPM bidang penanaman
modal diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang ‘Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat
implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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C. Tujuan Penelitian

Oleh karena masalah yang ingin diketahui adalah indikator-indikator dari
pelayanan dasar SPM bidang penanaman modal diimplementasikan sesuai
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau. dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat  implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, maka tujuan penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi indikator-
indikator pelayanan dasar dari-SPM bidang penanaman modal sesuai dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
dan Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Untuk menganalisis dan mendekripsikan faktor-faktor pendukung dan

!\)

penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian tentang implementasi SPM bidang penanaman modal

ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain :

1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan
khususnya bidang administrasi dan kebijakan SPM Bidang Penanaman
Modal, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan
mengenai implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-
peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
Pemerintah Kabupaten Lamandau .khususnya Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman < Modal Kabupaten Lamandau dalam
mengimplementasikan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman

Modal.
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5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Untuk pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
indikatornya terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Pada tahun 2013 indikator
ini belum terealisasi 100%.

Tidak tercapainya indikator ini karena keterbatasan pelaksana dalam
melaksanakannya (tidak memiliki mobil operasional) dan perusahaan-perusahaan
tidak menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal secara rutin. Seperti yang
dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April
2014:

“Mereka (perusahaan-perusahaan) tidak menyampaikan laporan
kegiatan penanaman modal (LPKM) secara rutin. Seharusnya Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
juga disampaikan juga ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau”.

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 belum tercapainya
indikator ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak menyampaikan laporan
secara rutin sedangkan untuk mendatangi perusahaan terkendala alat transportasi.
Berikut petikan wawancaranya:

“Perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga sulit
untuk monitoringnnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut terkendala dengan
alat trasportasi yang tidak tersedia”.

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan

Investasi:
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“Karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan
laporan/tidak rutin, untuk melakukan monitoring agak kesulitan, tidak ada alat
transportasi. Tidak memiliki kendaraan operasional dalam melaksanakan
bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia
usaha”. (Wawancara 14 April 2014).

Menurut Pelaksana bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

“Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal”. (Wawancara 14 April
2014).

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Pelayanan dasar Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
yang indikatornya terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara FElektronik (SPIPISE). Target.yang ditetapkan tahun 2014
Perangkat Daerah = Kabupaten  Bidang - Penanaman Modal telah
mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal ‘yang menjadi kewenangannya. Pada tahun 2013
indikator ini belum mencapai-target seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak tercapainya
target ini dikarenakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki hak akses ke Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Seperti yang
diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal :

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang
merupakan bagian dari SPM”. (Wawancara 14 April 2014).

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Lanjutan dan Strategis:
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“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)”. (Wawancara 21 April 2014).

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang
Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut:

“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Sekarang ini baru diajukan
permintaan hak akses”. (Wawancara 14 April 2014).

Demikian juga yang dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal:
“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE”. (Wawancara 14 April 2014).
Sedangkan menurut Kepala Badan belum terealisasinya indikator ini
karena Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
samapi saat ini belum memiliki hak akses ke ~SPIPISE. Berikut petikan
wawancaranya:
“Sampai saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE”. (Wawancara 23

April 2014).

Gambar 4.9
Peralatan Astinet Sebagai Sarana Pendukung SPIPISE
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7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Untuk Pelayanan dasar penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan
Penanaman Modal yang indikatornya terselenggaranya sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target yang ditetapkan sampai
tahun 2014, pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pada tahun 2013 indikator ini
belum ada realisasinya.

Tidak tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam wawancara
23 April 2014 karena tidak direncanakan kegiatannya. Berikut petikan
wawancaranya:

“Tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat”.

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal:

“Tidak dibuat kegiatan untuk soasialisasi kebijakan penanaman modal ”.
(Wawancara 14 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan
Strategis:

“Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan, tidak ada kegiatannya”.
(Wawancara 21 April 2014).

Dari penyajian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator pelayanan
dasar sampai April 2014, ada S indikator pelayanan dasar dalam kondisi belum
mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal yaitu
adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, terselenggaranya pelayanan
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perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang
Penanaman Modal, terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman
modal kepada masyarakat dunia usaha, terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan
terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha. Dengan demikian 5 indikator tersebut belum mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi
peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan, dan terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal Kabupaten sudah mencapai target yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Penanaman Modal sehingga mendukung implementasi SPM

Bidang Penanaman Modal.

b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan Indikator-
Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau

Menurut George C..Edward 111, ada empat faktor yang merupakan syarat
utama keberhasilan. proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya,
disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat
faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dari penyajian data dari faktor-faktor pendukung dan penghambat
berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor
pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

1) faktor komunikasi, dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman

Modal;
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2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal adalah indikator informasi;

3) faktor sikap/disposisi yang mendukung  implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap
kebijakan, Dukungan pimpinan dan Transparansi.

Sedangkan faktor — faktor penghambat implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal adalah :

1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasiltas dalam
kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang ‘Penanaman Modal,

2) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan 'SOP-dan fragmentasi yang
menghambat implementasi SPM Bidang Peénanaman Modal.

Karena fokus penelitian adalah indikator-indikator dari SPM Bidang
Penanaman Modal maka yang akan diketahui adalah faktor-faktor pendukung dan
penghambat dari penerapan Indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal di
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang
telah diuraikan diatas-

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal diseminasi
peluang informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan ini dilakukan dalam
bentuk brosur.

Dari hasil observasi terhadap penerapan indikator tersedianya informasi
usaha sektor/bidang usaha unggulan dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaan
indikator ini tidak ada hambatan yang berarti karena telah mencapai target yang

ditetapkan.
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Menurut Kepala Badan yang dapat menjadi penghambat adalah
ketidaktesediaan SOP dan insentif bagi pelaksana kebijakan. Berikut petikan
wawancaranya:

“SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP.
Sekarang masih dalam proses Insentif belum ada”. (Wawancara 23 April 2014).

Pernyataan senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal
dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

“SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di
BPPTPM. Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM belum ada.' Kedepannya akan
diusahakan ada tambahan penghasilan”.

Pendapat yang hampir sama dikatakan. oleh -Kepala Sub. Bidang
Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai
berikut:

“SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk
pengesahan SOP tersebut. Untuk insentif, selama ini kami belum mendapatkan
insentif dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM”.

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan

wawancaranya:

“Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati
untuk disahkan. Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan”.

Pelaksana Bidang penanaman Modal dalam wawancaranya pata tanggal 14
April 2014, mengatakan sebagai berikut:

“SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Tidak ada
Insentif”.

Faktor-faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, faktor

sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan faktor disposisi/sikap
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seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara
14 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik
tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum
maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah
konsisten. Koordinasi antar bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah
saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan
secara rutin. Untuk di Bidang Penanaman Modal seharusnya pelaksana
mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi).
Untuk menambah keahlian pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh
BKPM. Di BPPTPM pelaksana yang telah mengikuti diklat sebanyak 2 orang.
Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus
dicapai dalam pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana: cukup memadai
walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Saya mendukung sepenuhnya kebijakan
SPM Bidang Penanaman Modal ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Dukungan
pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam pelaksanan
sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam pelaksanaan
Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Setiap bulan sudah dibuat
laporan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang
Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai
berikut:

BKPM sudah memberikan' informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran
SPM Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan wumum. Semua
pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun
horisontal sudah. melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam
mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.
Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling
mendukung dan berjalan dengan baik. Secara kualitas dapat dikatakan sudah
memadai, karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM. Telah
menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Sarana dan
prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih
ada kekurangan seperti alat transportasi (mobil operasional). Saya mendukung
sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini karena
merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan
program/kegiatan telah dilakukan secara transparan dengan cara diumumkan
melalui website LKPP baik yang untuk pengadaan barang/jasa maupun yang
dilakukan dengan swakelola.
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Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan
wawancaranya:

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik
tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan
operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten. Antara
bidang sudah berkoordinasi dengan baik dan sudah dilakukan pertemuan baik
secara formal maupun informal. Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua sudah
cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan,
mengingat kondisi jalan yang kurang baik. Saya mendukung Sepenuhnya, karena
SPM penanaman modal ini juga merupakan acuan/panduan untuk bekerja.
Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun
Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur
dalam kepemerintahan yang baik. Pelaksanaan program/ kegiatan SPM Bidang
Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan
dan kendala secara periodik belum dilakukan belum dilakukan , biasanya untuk
khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global
laporan dibuat laporan tiap bulan ‘berupa belanja langsung maupun tidak
langsung.

Demikian juga yang dikatakan oleh pelaksana Bidang Penanaman modal
dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan lagi
ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas.
Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan
yang lainnya. Sudah konsisten semua. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada
pertemuan antara instansi. Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan. Saya
mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah memahami, karena
dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut. (Dukungan) Pasti
ada karena kebijakan berasal dari atas.(Program /kegiatan) Sudah dilakukan
secara transparan.

Pernyataan-pernyataan diatas dibenarkan oleh Kepala Badan dalam
wawancara 23 April 2014, yang menyatakan bahwa faktor komunikasi,
sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan disposisi sudah

mendukung implementasi indikator ini. Berikut petikan wawancaranya:
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Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah
mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan
yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten
dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah
cukup baik. Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang
di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. Sudah
menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada bawahan.
Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah
cukup memadai. Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang
kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur
kinerja. Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah. Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal. Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Dan
laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah dilaksanakan.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, yang perlu. ditingkatkan lagi adalah
indikator fasilitas dari faktor sumberdaya dalam -hal ini dananya perlu
ditingkatkan karena hanya cukup untuk membuat brosur saja dan indikator
insentif bagi pelaksana kebijakan dari faktor disposisi. Demikian juga dengan
faktor struktur birokrasi merupakan penghambat karena tidak tersedianya SOP.
Dengan demikian dapat dikatakan faktor komunikasi, sumberdaya dan disposisi
secara umum dalam kondisi'mendukung implementasi indikator ini.

2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional

Indikator ini sampai dengan bulan April 2014 belum ada realisasinya.
Sehingga tidak dalam kondisi yang mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal.

Menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014, yang menjadi
penghambat tidak terealisasinya indikator ini dikarenakan belum tersedia
anggaran untuk melaksanakannya, berikut petikan wawancaranya:

“Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan”.
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Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman
Modal,

“Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama
penanaman modal”. (Wawancara 14 April 2014).

Pendapat senada diutarakan oleh oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Lanjutan dan Strategis, sebagai berikut:

“Fasilitasi  kegiatan  kerjasama  untuk  kemitraan tidak ada
anggarannya”.(Wawancara 21 April 2013).

Dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dan penyajian serta
analisa data dari teori Edward III pada lampiran 5, faktor penghambat adalah
indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian,
dan fasilitas dari faktor sumberdaya, indikator insentif bagi pelaksana, dan
dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan SPM) dari faktor
disposisi karena tidak tersedia anggaran-sehingga tidak direncanakan kegiatan
untuk melaksanakannya. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP.

Sedangkan indikator yang mendukung dari faktor komunikasi, Indikator
kejelasan, konsistensi, sumberdaya, indikator informasi dan wewenang dan
disposisi, indikator sikap implementor.

3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten
Indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten
sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal,
sehingga sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.
Dari wawancara dengan Kepala Badan diperoleh informasi bahwa dalam
pelaksanaan pameran untuk di luar Kabupaten dikoordinir oleh Dinas

Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau. Berikut petikan wawancaranya:
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“Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di koordinir
oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah”. (Wawancara 23 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan
Investasi dalam wawancara 14 April 2014 indikator terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal Kabupaten tidak ada hambatan. Berikut petikan

wawancaranya:

“Promosi penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan
dengan mengikuti pameran-pameran”.

Dengan demikian indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sehingga sudah. mendukung implementasi
SPM Bidang Penanaman Modal. Dimana promosi.penanaman modal sudah
dilakukan dengan mengikuti pameran. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas
dan dari penyajian serta analisa data teori dari Edward III pada lampiran 5, faktor
komunikasi terutama dari indikator koordinasi dengan instansi lain telah berjalan
baik. Demikian juga dengan faktor sumberdaya dari indikator informasi,
wewenang, dan fasilitas dan faktor diposisi dari sikap implementor, dukungan
pimpinan dan tranparansi.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian.
Indikator insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi dan indikator ketersediaan

SOP dari faktor struktur birokrasi.

4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Indikatornya terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan
bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal target

pencapaian sampai tahun 2014 adalah, telah diselenggarakan 100% perizinan dan
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nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan. Sampai dengan bulan
April 2014 perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada realisasinya, belum
mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan
demikian belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan
dan nonperizinan bidang penanaman modal adalah belum adanya kewenangan
untuk mengeluarkan izin bidang penanaman modal seperti yang dikatakan oleh
Kepala Badan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Sekarang ini
sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan
tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”. (Wawancara 23
April 2014)”.

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014, sebagai berikut:

“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun
2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 "

Senada dengan pendapat diatas diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman
Modal bahwa. hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang penanaman modal karena pelimpahan wewenang baru
dilimpahkan bulan Oktober 2013. Berikut petikan wawancaranya:

“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013, dengan
peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 ”.(Wawancara 14 april 2014).

Menurut Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam
wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

“Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum
mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin investasi) ”.
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Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data
pada lampiran 5, faktor-faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan
keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya yaitu belum dilimpahkannya
wewenang untuk mengeluarkan izin investasi dan indikator insentif bagi
pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi karena belum di buat
peraturan untuk pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi.
Dan faktor struktur birokrasi dimana belum adanya SOP.

Faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, indikator informasi,
dan fasilitas dari faktor sumberdaya dan indikator sikap implementor dan

tranparansi dari faktor disposisi.

5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman
modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Sampai dengan
bulan April 2014 indikator ini belum terealisasi 100%. belum mencapai target
yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian belum
mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Penyebab belum
mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modalnya
indikator ini menurut Kepala Bidang Penanaman Modal perusahaan yang
seharusnya dapat diberi bimbingan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga
sulit untuk melakukan bimbingan. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ini

dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik
sehingga sulit dilakukan”. (Wawancara 14 April 2014).
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Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan
Investasi dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan untuk melakukan
monitoring agak kesulitan karena perusahaan tidak responsif dalam
menyampaikan laporan/tidak rutin dan untuk mendatangi agak kesulitan karena
tidak memiliki alat tranportasi (mobil operasional) dan anggaran tidak cukup
memadai untuk melakukan bimbingan secara maksimal. Berikut petikan
wawancaranya,

Tidak ada alat transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena
pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin.
Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal,  tidak memiliki
anggaran yang cukup/memadai dan tidak memiliki kendaraan operasional dalam
melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan. penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha. Mobil operasional . diperlukan untuk melakukan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Lanjutan dan

Strategis, sebagai berikut:

“Yang masih kurang -adalah kendaraan operasional double gardan,
mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan
memudahkan  kalau | “kami ada  pengecekan  maupun  monitoring
kegiatan”.(Wawancara 21 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Badan yang menjadi hambatan adalah sebagai
berikut:

“Anggaran tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara
maksimal”. (Wawancara 14 April 2014).

Faktor-faktor penghambat adalah indikator fasilitas dari faktor
sumberdaya, karena tidak tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan tersebut. indikator transmisi dari faktor komunikasi karena kurangnya
bimbingan kepada masyarakat dunia usaha. Dan faktor struktur birokrasi. Faktor

lain adalah Perusahaan-perusahaan perusahaan penanaman modal asing dan
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penanaman modal dalam negeri tidak memiliki kantor di Nanga Bulik. Demikian
juga dengan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri tidak responsif dalam menyampaikan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) sehingga sulit untuk melakukan bimbingan. Hal ini
juga menjadi penghambat dalam melakukan bimbingan dan pengendalian
kegiatan penanaman modal. Dari penyajian dan analisa data pada lampiran 5,
faktor pendukung indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi dari faktor
komunikasi, indikator informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya dan

indikator sikap implementor dan tranparansi dari faktor disposisi.

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan @ Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) juga belum mencapai target yang
ditetapkan dalam SPM Bidang® Penanaman Modal untuk mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal . Target yang ditetapkan tahun
2014 Perangkat' ‘Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah
mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Sampai bulan
April 2014 indikator ini belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam
SPM Bidang Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak
tercapainya target ini dikarenakan sarana pendukungnya baru terealisasi tahun
2013. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal :

“Sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013, sehingga Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses

ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)” (wawancara 14 April 2014).
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Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Lanjutan dan Strategis,

“Untuk SPIPISE peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga
belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) . (Wawancara 21 April 2014).

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang

Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut;

“Sarana pendukungnya baru direalisasikan 2013. Sekarang ini baru
diajukan permintaan hak akses” (wawancara 14 April 2014).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian ¢ serta analisa data
pada lampiran 5, diketahui yang menjadi penghambat dari indikator ini adalah
indikator insentif bagi pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi.
Faktor struktur birokrasi. Indikator wewenang, dari faktor disposisi karena sarana
pendukung untuk mendapatkan hak akses ke SPIPISE baru terealisasi tahun 2013
(bulan Juli 2013 baru terpasang akses astinet). Dalam faktor sumberdaya termasuk
dalam indikator fasilitas dari teori Edward II1.

Faktor pendukung 'dari faktor komunikasi, faktor sumberdaya dari
indikator keahlian staf dan informasi dan faktor disposisi dari indikator sikap

implementor dan tranparansi.

7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM
Bidang Penanaman Modal. Sehingga belum mendukung implementasi SPM
Bidang Penanaman Modal. Target yang ditetapkan sampai tahun 2014,

pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-
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kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Sampai bulan April 2014 indikator ini
belum ada realisasinya.

Hambatan untuk tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam
wawancara 23 April 2014 karena belum tersedia anggaran untuk
melaksanakannya. Berikut petikan wawancaranya,

“Belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat”.

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal,

“Belum tersedia anggaran untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman
modal kepada masyarakat dunia usaha”. (Wawancara 14 April 2014).

Pendapat yang hampir sama dikatakan olehPelaksana Bidang Penanaman
Modal sebagai berikut:

“Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat”. (Wawancara 14 April 2014).

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Promosi dan Investasi:

“Untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha, tidak memiliki anggaran’. (Wawancara 14 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan
Strategis:

“Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan karena tidak dianggarkan,
tidak ada kegiatannya”. (Wawancara 21 April 2013).

Dari hasil wawancara dan dari penyajian serta analisa data pada lampiran
5, dapat diketahui faktor yang menjadi penghambat adalah faktor sumberdaya
indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas dimana dalam indikator fasilitas
yaitu dana yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus

mencukupi. dan indikator dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk
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pelaksanaan SPM dan insentif bagi pelaksanan dari faktor disposisi karena tidak
tersedia anggaran sechingga tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakannya,
faktor struktur birokrasi dan faktor komunikasi dari indikator transmisi karena
informasi tidak ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha.

Faktor pendukung dari faktor komunikasi dari indikator kejelasan
informasi, kosistensi dan koordinasi. Dari faktor sumberdaya adalah indikator
informasi dan wewenang. Untuk faktor disposisi dari sikap implementor terhadap
kebijakan.

Selain faktor-faktor diatas ada diperoleh informasi bahwa untuk
mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah
perlunya dukungan yang lebih terhadap finansial dari instansi vertikal seperti yang
diutarakan oleh Kepala Badan sebagai berikut:

“Untuk daerah-daerah yang. mempunyai dana pembangunan terbatas
perlu dukungan dana dari pusat misalnya Kementrian Dalam Negeri atau Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)”. (Wawancara 5 Mei 2014).

Menurut Kepala-Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis
perlunya dukungan yang lebih besar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dalam'. meningkatkan kualitas sumberdaya, berikut petikan
wawancaranya:

“Perlu dukungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SPM Bidang Penanaman
Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebankan kepada Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jadi Pemerintah Daerah hanya
mengirimkan personil saja”.

Sedangkan untuk faktor penghambat adalah isi kebijakan SPM bidang

penananam modal itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan:
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“Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih
mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani
daerah’”. (Wawancara 5 Mei 2014).

Pendapat yang senada dikatakan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan Lanjutan dan Strategis sebagai berikut:

“Menurut saya perlu penyederhanaan indikator-indikator dari SPM
Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah direalisasikan, lebih mudah
dalam pencapaian target-target yang ditetapkan”. (Wawancara 21 April 2014).

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal keberadaan kantor-kantor
perusahaan dan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan
penanaman modal dalam wawancara 14 April 2014sebagai berikut:

“Perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga
sulit dilakukan. Mereka juga tidak menyampaikan-laporan secara rutin. Kalaupun
menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja”

Pendapat yang senada dikatakan. juga oleh Kasubbid Pengembangan dan
Promosi Investasi sebagai berikut:

“Untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak perusahaan

tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin”.( Wawancara 14 April
2014).

2. Analisa Data

Setelah data dari hasil penelitian implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal disajikan. Penulis melakukan analisa data yang meliputi implementasi
kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat proses implmentasi, maka

didapatkan hasil analisa sebagai berikut:
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a. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal olch
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau

Dari hasil penyajian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator
pelayanan dasar sampai dengan bulan April 2014, ada 5 indikator pelayanan dasar
dalam kondisi belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal. Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar dalam kondisi yang
mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai
target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal..

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan

Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki
keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya. Kegiatan
dilakukan pertama-tama merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi
peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. Melakukan survei tentang informasi
peluang usaha sektor unggulan. Kemudian dilakukan dokumentasi potensi dan
informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media
cetak dan elektronik dan secara berkala dimutakhirkan. Diseminasi informasi
peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain
buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman
Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan,
sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.
Telah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. Informasi peluang
investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan dilakukan melalui
website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Untuk

bidang usaha unggulan (gaharu) sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan
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Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/183/2012 tanggal 2 Mei
2012.

Tabel 4.4

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang
Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

Tersedianya Informasi | Telah mendukung | Telah dibuat brosur informasi
Peluang Usaha Sektor/ | implementasi SPM Bidang | peluang  investasi  budidaya
Bidang Usaha Unggulan Penanaman Modal karena | gaharu

sudah mencapai target yang

tetapkan yaitu
menginformasikan  1bidang
usaha per tahun

2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil; Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional

Kerjasama Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang

Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka

kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha

Tingkat Provinsi/Nasional. Langkah kegiatan ini dilakukan dengan mendata

jumlah usaha 'mikro, kecil, menengah dan koperasi yang potensial untuk

dimitrakan, kemudian mencari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional yang
berminat melakukan kemitraan, setelah itu diadakan kegiatan untuk memfasilitasi
kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal
yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang
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ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April

2014,

indikator ini belum terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak direncanakan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan untuk memfasilitasi

kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat

Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional.

Tabel 4.5

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Fasilitasi
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan = Antara Usaha

Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi Tingkat

Pengusaha Tingkat Provinsi / Nasional

Kabupaten dengan

Indikator

Hasil Analisis

Faktor Penyebab

Terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam
rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah

dan  Koperasi tingkat
Kabupaten dengan
pengusaha tingkat

Provinsi/nasional

Belum mendukung
implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal Karena
tidak tidak ada <kegiatan
untuk fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan antara
Usaha Mikro, Kecil,

Kegiatan fasilitasi  pemerintah
daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi
tingkat Kabupaten dengan
pengusaha tingkat Provinsi/nasional
tidak direncanakan dalam Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran (DPA)
SKPD

Menengah . dan Koperasi
tingkat Kabupaten dengan
pengusaha tingkat
Provinsi/nasional

3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra
Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif
dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di
Kabupaten tersebut. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data
informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten. Lalu

melakukan kegiatan promosi penanaman modal. Selanjutnya menindaklanjuti

hasil kegiatan promosi penanaman modal yang telah dilakukan.
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Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013
dilakukan sebanyak 3 kali.

Tabel 4.6

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang
Penanaman Modal Kabupaten

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
Terselenggaranya Telah mendukung implemen- | Sudah dilakukan pameran untuk
promosi peluang | tasi SPM Bidang Penanaman { promosi peluang penanaman modal
penanaman modal | Modal karena telah melakukan | di. Kabupaten. Pada tahun 2013
Kabupaten promosi peluang penanaman | pemeran dikuti sebanyak 3 kali

modal

4) Terselenggaranya pelayanan  perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Kegiatan dilakukan dengan menginventarisasi informasi tentang prosedur
dan tata pelayanan perizinan dan non perizinan. Identifikasi informasi tentang
prosedur dan tata ‘pelayanan perizinan dan non perizinan. Menyiapkan
sumberdaya manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai Front
Office, Back Office dan Help Desk. Selanjutnya mengimplementasikan SPIPISE
dan disiminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik dan terakhir selalu
mumutakhirkan secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan
perizinan dan nonperizinan.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal,
yaitu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman

modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran
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Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin
Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten,
belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.
Yang scharusnya telah melaksanakan perizinan dan nonperizinan penanaman
modal yang wajib disediakan sampai dengan bulan April 2014, belum ada
perizinan investasi yang dikeluarkan yang disebabkan pelimpahan wewenang
untuk mengeluarkan perizinan investasi baru disahkan pada bulan Oktober 2013.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator  Terselenggaranya Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Medal melalui PTSP di Bidang
Penanaman Modal

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

Terselenggaranya Belum mendukung | Belum  memiliki  wewenang
pelayanan perizinan dan | implementasi SPM Bidang | melayani dan  mengeluarkan
nonperizinan bidang | Penanaman Modal karena | perizinan dan non perizinan
penanaman modal melalui | belum melayani / | penanaman modal. Pelimpahan
PTSP di bidang | mengeluarkan perizinan | wewenang baru disahkan pada
Penanaman Modal maupun nonperizinan | bulan oktober 2013

penanaman modal

5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan,
pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak,
kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Sedangkan bimbingan

pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada
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penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya diwilayah
Kabupaten, yang kegiatannya bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan
administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal,
bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan
Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Langkah kegiatan pertama-tama
menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
Mengkompilasi data Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman
Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman
modal. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman
modal. Kemudian melakukan koordinasi fasilitasi “ penyelesaian hambatan
pelaksanaan penanaman modal. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar
memenuhi peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan
nonperizinan, dan melakukan bimbingan’ kepada perusahaan dalam pengisian
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dari analisa data-indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang
ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target ini
disebabkan perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LPKM) tidak rutin. Untuk mendatangi semua perusahan
pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki
mobil operasional Dengan demikian agak sulit untuk melakukan pembinaan

seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.
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Tabel 4.8

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya  Bimbingan
Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
Terselenggaranya bimbingan | Belum mendukung | Perusahaan-perusahaan tidak
pelaksanaan kegiatan implementasi SPM Bidang | rutin  dalam  menyampaikan
penanaman modal kepada Penanaman Modal Karena | Laporan Kegiatan Penanaman
masyarakat dunia usaha bimbingan pelaksanaan | Modal (LPKM) Untuk

kegiatan penanaman modal | mendatangi semua perusahan
kepada masyarakat dunia ; pihak Badan Pelayanan Perizinan
usaha belum mencakup | Terpadu Dan Penanaman Modal
seluruh perusahaan penanam | tidak memiliki mobil operasional
modal

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan JInformasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Pengelolaaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalh
penerapan Sistem Pelayanan Informasi-dan Perizinan Investasi secara Elektronik
(SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Jumlah dan jenis pelayanan @ SPIPISE yang telah dibangun dan siap
diimplementasikan mencakup : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri. Langkah kegiatan dilakukan dengan ditetapkannya lembaga yang
menyelenggarakan PTSP Bidang Penanaman Modal dan memberikan pelimpahan
kewewenangan perizinan dan nonperizinan. Menyiapkan kantor, SDM, perangkat
keras dan perangkat lunak. Menyiapkan infrastruktur perangkat daerah Kabupaten
Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya mengikuti pelatihan dasar PTSP dan
SPIPISE. Setelah itu mengajukan permohonan hak akses kepada Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk operasionalisasi SPIPISE.
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Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum
mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena
tidak memiliki hak akses ke SPIPISE sehingga menyebabkan belum
operasionalnya SPIPISE.

Tabel 4.9

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

Terimplementasinya Sistem | Belum mendukung_|Badan  Pelayanan Perizinan
Pelayanan Informasi dan | implementasi SPM Bidang | Terpadu Dan Penanaman Modal
Perizinan Investasi Secara | Penanaman Modal _karena | belum memiliki hak akses ke

Elektronik (SPIPISE) belum operasionalnya | Sistem Pelayanan Informasi dan
SPIPISE Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah
melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman
modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup : Kebijakan penanaman
modal dan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
(Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal
Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist
Barang Modal dan bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online
melalui SPIPISE. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan manual

sosialisasi/pelatihan  kebijakan penanaman modal. Menyiapkan materi,
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memetapkan jadwal, menyiapkan undangan untuk selanjutnya menyelenggarakan
sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan
dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target
yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum
terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak direncanakannya kegiatan sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha ini dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Tabel 4.10

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi
Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

Indikator Hasil ‘Analisis Faktor Penyebab

Terselenggaranya sosialisasi | Belum mendukung | Kegiatan sosialisasi kebijakan
kebijakan penanaman modal | implementasi SPM Bidang | penanaman modal  kepada
kepada masyarakat dunia“| Penanaman Modal karena | masyarakat dunia usaha tidak
usaha belum terealisasinya | direncanakan dalam Dokumen
kegiatan sosialisasi | Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kebijakan penanaman modal | SKPD

kepada masyarakat dunia
usaha

b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan Indikator-
Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau

Dari analisa data danri faktor-faktor pendukung dan penghambat
berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor
pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal untuk faktor

komunikasi semua indikator dalam kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan
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telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM
bidang penanaman modal dan tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui
Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. Selain itu sudah dilakukan koordinasi
formal (rapat koordinasi, pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan.

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal
ini dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung,

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan
program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan
dengan cara mengumumkan program kegiatan melalui web site LKPP dan
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus belum
ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai.

Sedangkan: dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya
dalam kondisi tidak baik sehingga menghambat implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman Modal
sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan,
wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun
2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal tidak cukup memadai dan tidak memilki kendaraan

operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan.
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Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan
pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya
regulasi peraturan selain itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal juga tidak ada.

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan
peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013.

Selanjutnya akan dianalisa faktor-faktor pendukung.dan penghambat
implementasi berdasarkan indikator-indikator dari 'SPM." Bidang Penanaman
Modal.

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman
Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan,
pada tahun 2013 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal.~ Karena telah terlaksana sesuai target yang ditentukan.
Informasi peluang investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan
dilakukan melalui website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal. Sudah juga dibuat peraturan untuk membuat iklim yang kondusif bagi
insvestor karena Kabupaten Lamandau telah ditetapkan sebagai pusat
pengembangan gaharu melalui surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa faktor komunikasi,
sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi

indikator ini.
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Tabel 4.11

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi
Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha

Unggulan
No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
I Faktor Komunikasi
Transmisi Implementor telah mema-hami | Telah membuat brosur informasi
dan mengetahui apa saja yang | peluang investasi budidaya gaharu
harus dilakukan sehubungan | Di Kabupaten Lamandau
dengan pelak-sanaan Indikator
Tersedia-nya Informasi
Peluang Usaha Sektor/ Bidang
Usaha Unggulan
2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | Pelaksana telah menge-tahui tujuan
kejelasan tujuan dan sasaran | dan sasaran.dari Perka BKMP No
Indikator Tersedianya I1’41 Tahun 201{41, }entzilng S};?é‘dar
: elayanan ini-ma idan
Islztl'cc)tr;;am ;Zglgng 8:ﬁ: Penaiaman Modal Propinsi daﬁ
Kabupaten/Kota
Unggulan
3 Konsistensi Semua yang berkepen-tingan | Perintah pelaksanaan yang diterima
dalam melaksanakan Indikator | sudah jelas dan tidak bertentangan
tersedianya Informasi
Peluang Usaha Sektor/ Bidang
Usaha  Unggulan  sudah
konsisten dalam melaksanakan
perintah~baik tujuan maupun
sasaran
4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi | Sudah dilakukan koordinasi dengan
terkait sudah baik Dinas Kehuatan dan Perkebunan
Kab. Lamandau (Dishutbun Kab.
Lamandau yang menjadi
koordinator pengembangan gaharu)
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No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
11 Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit, ada jabatan
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | kasubbid yang masih belum
kualitas sudah cukup memadai | terisi. ~Untuk  meningkatkan
kompetensi pelaksananya keahlian staf sudah mengikuti
diklat penanaman modal
2 Informasi Informasi  sudah  dilakukan | Telah menginformasikan Peluang
sehingga pelaksana mengetahui | Usaha Sektor/ Bidang Usaha
apa yang harus dilakukan dan | Unggulan di Kabupaten
pelaksanaan berdasarkan | Lamandau
peraturan-peraturan,
3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk | Kegiatan ada dalam DPA TA.
pelaksanaan kegiatan 2013 dan Sudah diatur dengan
Peraturan Bupati tentang tupoksi
dan uraian tugas BPPTPM
(Perbub No 39°'Tahun 2013)
4 Fasilitas Anggaran/dana untuk kegiatan | Dana, ‘hanya cukup untuk
masih harus ditingkatkan membuat brosur saja (untuk
bentuk buku dan CD belum ada)
41 Faktor Disposisi/Sikap
I Sikap Semua pelaksana sudah | Pelaksana tidak mempunyai
implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan
terhadap dengan pembuat kebijakan
kebijakan
2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung | Dapat menarik / dijadikan acuan
pimpinan pelaksanaan kegiatan | oleh investor dalam
pengembangan potensi | mempertimbangan potensi
unggulan daerah investasi yang ditawarkan
3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi | Anggaran yang ada tidak cukup
Pelaksana pelaksana memadai
4 Transparansi Kegiatan sudah  dilakukan | Program/ kegiatan diumumkan di
secara transparan dan | web site LKPP dan
dipertanggungajawabkan sesuai | dipertanggung-jawabkan sesuai
dengan peraturan dengan peraturan
v Faktor Faktor Birokrasi
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses
Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur (SOP)
2 [Fragmentasi Pembagian tugas / uraian tugas | Peraturan tugas pokok, fungsi
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal
yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten
dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang
ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April
2014 indikator ini belum terealisasi.

Yang menjadi hambatan adalah tidak direncanakannya kegiatan ini dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak
memadai untuk mengalokasikan dana guna melaksanakan kegiatan memfasilitasi
kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional dan dapat dicermati juga
bahwa dukungan pimpinan tidak - maksimal dalam arti tidak memberikan
dukungan dana yang cukup. Dengan demikian hambatannya ada pada indikator
transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumiah staf dan keahlian, fasilitas dari
faktor sumberdaya. Indikator dukungan pimpinan dan insentif pelaksana dari
faktor disposisi. Dari faktor birokrasi karena tidak tersedianya SOP dan
lambannya pengesahan Perbub. Tupoksi dan uraian tugas. Sedangkan pelaksana
sebenarnya siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendukung adalah
indikator kejelasan, dan konsistensi dari faktor komunikasi. Indikator wewenang

dan informasi dari faktor sumberdaya.
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Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi

Indikator Terselenggaranya fasilitasi
Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro,

Pemerintah Daerah Dalam Rangka

Kecil, Menengah dan

Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

1 Faktor Komunikasi

1 Transmisi Implementor telah memahami | Peraturan kebijakan telah
dan mengetahui apa saja yang | diteruskan dari deputi Bidang
harus dilakukan sehubungan | Penanaman Modal kepada
dengan pelaksanaan Indikator | pelaksana SPM bidang penanaman
terselenggaranya fasilitasi | modal. Belum dilaku-kan fasilitasi
Pemerintah Daerah Dalam | ke kelompok sasaran karena
Rangka Kerjasama Kemitraan | kegiatan untuk melakukannya tidak
Antara Usaha Mikro, Kecil, | ada dalam Dokumen Pelaksanaan
Menengah dan Koperasi | Anggaran (DPA). Pagu anggaran
Tingkat Kabupaten dengan | SKPD _ tidak cukup  untuk
Pengusaha Tingkat Provinsi/ | dialokasikan pada kegiatan
Nasional tetapi belum |_indikator ini
ditransmisikan ke kelompok
sasaran

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | 'Pelaksana telah mengetahui tujuan
kejelasan tujuan dan” sasaran | dan sasaran dari Perka BKMP No
Indikator  Terselenggaranya | 14 Tahun 2011 tentang Standar
fasilitasi Pemerintah Daerah | Pelayanan Minimal Bidang
Dalam Rangka “Kerjasama | Penanaman Modal Propinsi dan
Kemitraan Antara Usaha | Kabupaten/Kota
Mikro, © Kecil, Menengah
dan Koperasi Tingkat
Kabupaten dengan
Pengusaha” Tingkat Provinsi/
Nasional

3 Konsistensi Semua yang berkepentingan | Perintah pelaksanaan yang diterima
dalam melaksanakan SPM | sudah jelas dan tidak bertentangan
Bidang Penanaman Modal
sudah konsisten dalam
melaksanakan perintah baik
tujuan maupun sasaran

4 Koordinasi - -
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No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
I Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit, ada jabatan
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | kasubbid yang masih belum
kualitas sudah cukup memadai | terisii. Untuk  meningkatkan
kompetensi pelaksananya keahlian staf sudah mengikuti
diklat penanaman modal

2 Informasi Informasi sudah  dilakukan | Pelaksana telah menerima Perka
sehingga pelaksana mengetahui | BKMP No 14 Tahun 2011
apa yang harus dilakukan dan | tentang  Standar  Pelayanan
pelaksanaan berdasarkan | Minimal Bidang Penanaman
peraturan-peraturan. Modal Propinsi dan

Kabupaten/Kota dan peraturan
lain yang mendukung

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk | Kegiatan tidak ada dalam DPA.
pelaksanaan kegiatan TA. 2013" dan® Sudah diatur

dengan: Peraturan Bupati tentang
tupoksi. .dan  uraian tugas
BPPTPM (Perbub No 39 Tahun
2013)

4 Fasilitas Anggaran/ dana untuk kegiatan | Anggaran SKPD tidak memadai
ini tidak ada sehingga tidak'| untuk mengalo-kasikan dana
dilakukan kegiatannya pada kegiatan indikator ini

111 Faktor Disposisi/Sika

1 Sikap Semua pelaksana sudah | Pelaksana tidak mempunyai

implementor mendukung kebijakan pandangan yang berten-tangan
terhadap dengan pembuat kebijakan
kebijakan

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung | Karena SPM dipakai untuk

pimpinan pelaksanaan tetapi tidak disertai | mengukur kinerja. Anggaran
dukungan anggaran BPPTPM tidak cukup memadai
untuk  pelaksanaan  kegiatan

indikator ini

3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi | Anggaran yang ada tidak cukup

Pelaksana pelaksana memadai untuk memberikan
insentif

4 Transparansi

1% Faktor Faktor Birokrasi

1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam  proses

Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur (SOP)

2 {Fragmentasi Pembagian tugas / uraian tugas | Peraturan tugas pokok, fungsi

sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013
dilakukan sebanyak 3 kali. Yang perlu ditingkatkan selain melakukan pameran
juga adanya kegiatan seperti investment forum, market sounding dan seminar
investasi. Untuk itu diperlukan dana dan SDM yang handal.

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa. faktor komunikasi,
sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi
indikator ini. Yang masih harus ditingkatkan adalah indikator fasilitas, dan jumlah
staf dan keahlian dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi yang harus
diperhatikan adalah indikator insetif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi agar

dipercepat regulasinya.
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Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi
Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
I Faktor Komunikasi
1 Transmisi Implementor telah memahami | Telah mengikuti pameran untuk
dan mengetahui apa saja yang | mempromosikan peluang
harus dilakukan sehubungan | penanaman modal
dengan pelaksanaan indikator
terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal
Kabupaten
2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | Pelaksana ~“telah  mengetahui
kejelasan tujuan dan sasaran | tujuan dan (sasaran dari Perka
indikator terselenggaranya | BKMP . No. 14 Tahun 2011
promosi peluang penanaman | tentang. - Standar  Pelayanan
modal Kabupaten Minimal Bidang Penanaman
Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota
3 Konsistensi Semua yang berkepentingan | Perintah  pelaksanaan  yang
dalam melaksanakan indikator | diterima sudah jelas dan tidak
terselenggaranya promosi | bertentangan
peluang penanaman  modal
Kabupaten sudah konsisten
dalam ‘melaksanakan perintah
baik tujuan maupun sasaran
4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi | Sudah dilakukan koordina si
terkait sudah baik dengan Disperindagkop dan
UMKM Kab. Lamandau
(Koordinator pameran-pameran
yang  diikuti  oleh  Kab.
Lamandau)
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No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
11 Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit. Untuk
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | meningkatkan keahlian staf sudah
kualitas sudah cukup memadai | mengikuti diklat penanaman
kompetensi pelaksananya modal
2 Informasi Informasi  sudah  dilakukan | Telah mempromosikan peluang
sehingga pelaksana mengetahui | penanaman modal di Kabupaten
apa yang harus dilakukan dan | Lamandau melalui pameran
pelaksanaan berdasarkan
peraturan-peraturan.
3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk | Kegiatan ada dalam DPA TA.
pelaksanaan kegiatan 2013 dan Sudah diatur dengan
Peraturan Bupati tentang tupoksi
dan uraian = tugas BPPTPM
(Perbub No 39 Tahun 2013)
4 Fasilitas Anggaran/dana untuk kegiatan | Dana hanya untuk mengikuti
masih harus ditingkatkan pameran  sehingga  kegiatan
seperti investment  forum,
market sounding dan seminar
investasi belum dapat dilakukan
11 Faktor Disposisi/Sikap
| Sikap Semua pelaksana sudah | Pelaksana tidak mempunyai
implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan
terhadap dengan pembuat kebijakan
kebijakan
2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung | Dapat menarik minat investor
pimpinan pelaksanaan kegiatan promosi | untuk menanam-kan modalnya di
peluang penanaman modal | Kabupaten Lamandau
Kabupaten
3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi | Anggaran yang ada tidak cukup
Pelaksana pelaksana memadai
4 Transparansi Kegiatan sudah  dilakukan | Program/ kegiatan diumumkan di
secara transparan dan | web site LKPP dan
dipertanggungajawabkan sesuai | dipertanggung-jawabkan sesuai
dengan peraturan dengan peraturan
v Faktor Faktor Birokrasi
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses
Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur (SOP)
2  [Fragmentasi Pembagian tugas / uraian tugas | Peraturan tugas pokok, fungsi
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal,
yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman
modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran
Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat [zin
Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten,
belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.
Belum tercapainya target yang ditetapkan yang seharusnya telah melaksanakan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal’ yang wajib disediakan karena
sampai tahun 2013 belum ada perizinan investasi yang dikeluarkan yang
disebabkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi baru
disahkan pada bulan Oktober2013.

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan
keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya dan indikator dukungan pimpinan
dan insentif bagi pelaksana kebijakan, dari faktor Disposisi karena lambannya
peraturan pelimpahan wewenang disahkan. Dan dari faktor struktur birokrasi.
Dari observasi faktor yang menjadi pendukung adalah faktor komunikasi.
Indikator informasi, wewenang faktor sumberdaya karena terlihat dari izin-izin
selain perizinan investasi telah berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan
fasilitas yang dibutuhkan seperti komputer dan aplikasi izin telah tersedia. Dari

faktor disposisi sikap implementor pelaksanan kebijakan dan transparansi.
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Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi

Indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal
No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
| Faktor Komunikasi
1 Transmisi Implementor telah mema-hami | Peraturan kebijakan telah
dan mengetahui apa saja yang | diteruskan dari deputi Bidang
harus  dilakukan  sehubungan | Penanaman  Modal  kepada
dengan pelak-sanaan indikator | pelaksana SPM bidang penaman
terseleng-garanya pelayanan | modal
perizi-nan dan  nonperizinan
bidang penanaman modal melalui
PTSP di bidang Penanaman
Modal
2 Kejelasan Pelaksana telah mendapat-kan"| Pelaksana telah menge-tahui
kejelasan tujuan dan sasaran | tujuan dan sasaran dari Perka
indikator terse-lenggaranya {BKMP No 14 Tahun 2011
pelayanan perizinan dan’| tentang SPM Bidang Penanaman
nonperizinan bidang penanaman | Modal Propinsi dan Kabupaten
modal melalui PTSP di bidang | /Kota
Penanaman Modal
3 Konsistensi Semua _ yang ( berkepen-tingan | Perintah  pelaksanaan  yang
sudah konsisten dalam | diterima sudah jelas dan tidak
melaksanakan® perintah  baik | bertentangan
tujuan maupun sasaran
4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi terkait | Sudah berkoordinasi de ngan
sudah baik dinas/badan teknis terkait
sehubungan diperlu kan
rekomendasi untuk
diterbitkannya suatu izin.
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No Indikator | Hasil Analisis | Hasil Analisis
II Faktor sumberdaya
1 Jumiah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit. = Untuk
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | meningkatkan keahlian staf sudah
kualitas sudah cukup memadai | mengikuti diklat penanaman modal
kompetensi pelaksananya
2 Informasi Informasi sudah dilakukan | Pelaksana telah menerima Perka
sehingga pelaksana | BKMP No 14 Tahun 2011 tentang
mengetahui apa yang harus | Standar Pelayanan Minimal Bidang
dilakukan dan pelaksanaan | Penanaman Modal Propinsi dan
berdasarkan peraturan- | Kabupaten/Kota dan peraturan lain
peraturan. yang mendukung
3 Wewenang belum melayani /| Belum memiliki wewenang
mengeluarkan perizinan | melayani dan  mengeluarkan
maupun nonperizinan bidang | perizinan dan non perizinan
penanaman modal penanaman modal. Pelimpahan
wewenang baru disahkan pada
bulan oktober 2013
4 Fasilitas Sudah mendukung indikator | Sarana dan prasarana pedukung
ini sudah .tersedia (Komputer dan
aplikasi izin sudah ada)
i Faktor Disposisi/Sikap
1 Sikap Semua  pelaksana< ‘sudah | Pelaksana  tidak = mempunyai
implementor mendukung kebijakan pandangan yang  bertentangan
terhadap dengan pembuat kebijakan
kebijakan
2 Dukungan Pimpinan .belum men dukung | Lambannya Peraturan pelimpahan
pimpinan sepenuhnya 'dalam mencapai | kewenangan untuk  melayani/
target ‘yang ditetapkan dalam | mengeluarkan izin bidang
SPM Bidang Penana-man | penanaman modal disahkan
Modal
3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi | Anggaran yang ada tidak cukup
Pelaksana pelaksana memadai
4 Transpararnisi Sudah  transparan  dalam | Sudah dibuat leaflet dan papan
pelaksanaan perizinan pengumuman  yang  berisikan
persyaratan, waktu dan biaya yang
harus dikeluarkan untuk
memperoleh suatu izin
v Faktor Faktor Birokrasi
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi { SOP  masih dalam  proses
Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur
2 Fragmentasi Pembagian tugas / wuraian | Peraturan tugas pokok, fungsi dan
tugas sudah ada uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang
ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target
disebabkan kurang responsifnya perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak mempunyai kantor di
Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahan pihak ‘Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan
anggaran yang memadai. Dengan demikian agak -sulit untuk melakukan
pembinaan seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya bimbingan kepada
perusahaan-perusahaan penanam’ modal sehingga tujuan dan sasaran dari
kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal kurang ditransmisikan sehingga
sasaran dan tujuan kurang jelas. Sehingga menjadi tidak responsifnya perusahaan-
perusahaan dalami menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM).

Faktor yang menjadi penghambat proses implementasi faktor ini adalah
indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, dan
fasilitas dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi adalah indikator dukungan
pimpinan dan insentif khusus bagi pelaksana dan resposivitas dari perusahaan
penaman modal. Demikian juga dengan faktor struktur birokrasi dan
ketidakberadaaan kantor-kantor perusahaan penanam modal di Nanga Bulik
menjadi penghambat faktor lain. Dan faktor yang mendukung adalah indikator

informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya, dan indikator sikap
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implementor dan transparansi dari faktor disposisi, dan indikator kejelasan dan

konsistensi dari faktor

komunikasi.

Tabel 4.15

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi
Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman
Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

No Indikator

Hasil Analisis

Faktor Penyebab

Faktor Komunikasi

1 Transmisi

Implementor telah memahami dan
mengetahui apa saja yang harus
dilakukan sehubungan dengan
pelaksanaan indikator
terselenggaranya bimbingan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal kepada masyarakat dunia
usaha

Telah  dilakukan  bimbingan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal kepada masyarakat dunia
usaha . tetapi- tidak maksimal.
Sehingga  perusahaan  tidak
responsif dalam menyampaikan
laporan/tidak rutin

2 Kejelasan

Pelaksana telah mendapat-kan
kejelasan tujuan dan sasaran
indikator terse-lenggaranya
pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang-penanaman
modal melalui PTSP di bidang
Penanaman Modal

Pelaksana telah menge-tahui
tujuan dan sasaran dari Perka
BKMP No 14 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Mini-
mal Bidang Penanaman Modal
Propinsi dan Kabupaten/Kota

3 Konsistensi

Semua yang berkepentingan
dalam_ melaksanakan indikator
terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten
sudah konsisten dalam
melaksanakan  perintah  baik
tujuan maupun sasaran

Perintah  pelaksanaan  yang
diterima sudah jelas dan tidak
bertentangan

4 Koordinasi

sudah  dilakukan  koordinasi

dengan intansi terkait

Sudah dikoordinasikan dengan
BKPM mengenai kesulitan dalam
melakukan bimbingan
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No Indikator | Hasil Analisis | Hasil Analisis
II Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah  staf  sedikit. = Untuk
keahlian ditingkatkan sedangkan | meningkatkan keahlian staf sudah
secara kualitas sudah cukup | mengikuti diklat penanaman modal
memadai kompetensi | sehingga telah mengetahui apa yang
pelaksananya harus dilakukan berkaitan dengan
indikator ini

2 Informasi Informasi sudah dilakukan | Pelaksana telah menerima Perka
sehingga pelaksana | BKMP No 14 Tahun 2011 tentang
mengetahui apa yang harus | SPM Bidang Penanaman Modal
dilaku-kan dan pelaksanaan | Propinsi dan Kabupaten/Kota dan
berdasarkan peraturan- | peraturan lain yang mendukung
peraturan.

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk | Kegiatan ada dalam DPA TA. 2013
pelaksanaan kegiatan dan Sudah diatur dengan Peraturan

Bupati tentang ‘tupoksi dan uraian
tugas BPPTPM (Perbub No 39
Tahun2013)

4 Fasilitas Belum mendukung { Perusahaan tidak memiliki kantor di
indikator  terselenggaranya | Nanga Bulik. Untuk mendatangi
bimbingan pelaksanaan | semua perusahan. Badan Pelayanan
kegiatan penanaman.modal | Perizinan Terpadu Dan Penanaman
kepada masyarakat dunia | Modal tidak memiliki mobil
usaha operasional dan anggaran yang ada

terbatas/tidak  mencukupi  untuk
melakukan bimbingan secara
maksimal.

111 Faktor Disposisi/Sikap

| Sikap imple- | Semua, pelaksana sudah | Pelaksana tidak mempunyai

mentor terhadap | miendukung kebijakan pandangan  yang  bertentangan
kebijakan dengan pembuat kebijakan

2 Dukungan Pempinan belum  sepe- | Anggaran untuk melaksana-kan

pimpinan nuhnya mendukung da-lam | kegiatan indikator ini terbatas
mencapai  target yang
ditetapkan  dalam SPM
Bidang Penanaman Modal
3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus | Anggaran yang ada tidak cukup
Pelaksana bagi pelaksana memadai

4 Transparansi Kegiatan sudah dilakukan | Program/kegiatan diumum-kan di
secara  transparan  dan | web site LKPP dan
dipertanggunga-jawabkan dipertanggungjawabkan sesuai
sesuai dengan peraturan dengan peraturan

v Faktor Faktor Birokrasi

1 Ketersediaan SOP | Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses pengesahan
pelaksana oleh Bupati

2  [Fragmentasi Pembagian tugas / uraian | Peraturan tupoksi dan uraian tugas
tugas sudah ada baru disahkan bulan Oktober Tahun

2013
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6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum
mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena
belum operasionalnya SPIPISE (belum memiliki hak akses ke SPIPISE).
Penyebabnya adalah sarana pendukung baru terealisasi pada tahun 2013, dan
sekarang ini baru diajukan hak aksesnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan
keahlian, wewenang, dan fasilitas dari faktor sumberdaya (jaringan astinet). Dari
faktor disposisi indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Faktor
struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok; Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor.yang mendukung adalah indikator informasi dari faktor
sumberdaya. karena telah mengikuti pelatihan untuk mengakses SPIPISE,
indikator transmisi, kejelasan, transmisi dan koordinasi dari faktor komunikasi

serta sikap implementor dan transparansi dari faktor disposisi.
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Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi
Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

1 Faktor Komunikasi

1 Transmisi Implementor telah memahami | Peraturan kebijakan telah
dan mengetahui apa saja yang | diteruskan dari deputi Bidang
harus dilakukan sehubungan | Penanaman Modal kepada
dengan pelaksanaan indikator | pelaksana SPM bidang penaman
terimplementasinya  Sistem | modal
Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | Pelaksana telah mengetahui tujuan
kejelasan tujuan dan sasaran | dan sasaran dari Perka BKMP No
indikator terimplementasinya {#14 Tahun 2011 tentang Standar
Sistem Pelayanan Informasi | Pelayanan Minimal Bidang
dan Perizinan Investasi Secara.| Penanaman Modal Propinsi dan
Elektronik (SPIPISE) Kabupaten/Kota

3 Konsistensi Semua yang berkepentingan | Perintah pelaksanaan yang diterima
dalam melaksanakan indikator | sudah jelas dan tidak bertentangan
terimplementasinya_ -~ Sistem
Pelayanan. - ‘Informasi  dan
Perizinan. Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) sudah
konsisten dalam melaksanakan
perintah baik tujuan maupun
sasaran

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi | Sudah  melakukan  koordinasi
terkait sudah baik dengan BKPM untuk mendapatkan

hak akses ke SPIPISE
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No | Indikator | Hasil Analisis | Hasil Analisis
I1 Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit. Untuk
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | meningkatkan keahlian staf sudah
kualitas sudah cukup memadai | mengikuti diklat penanaman
kompetensi pelaksananya modal dan telah memiliki
keahlian untuk menjalankan
aplikasi SPIPISE
2 Informasi Informasi sudah  dilakukan | Pelaksana telah menerima Perka
sehingga pelaksana mengetahui | BKMP No 14 Tahun 2011
apa yang harus dilakukan dan | tentang  Standar  Pelayanan
pelaksanaan berdasarkan | Minimal Bidang Penanaman
peraturan-peraturan. Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan peraturan
lain yang mendukung
3 Wewenang Belum memiliki wewe-nang | Belum memiliki hak akses dari
untuk mengakses SPIPISE | BKPM
sehingga belum operasionalnya
SPIPISE
4 Fasilitas Belum mendukung indikator:| sarana pendukung baru terealisasi
terimplementasinya Sistem | pada tahun 2013
Pelayanan  Informasi© (dan
Perizinan  Investasi’ ' Secara
Elektronik (SPIPISE)
111 Faktor Disposisi/Sikap
1 Sikap Semua pelaksana sudah | Pelaksana tidak mempunyai
implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan
terhadap dengan pembuat kebijakan
kebijakan
2 Dukungan Dukungan pimpinan sudah ada | Dengan operasionalnya SPIPISE
pimpinan maka data dan informasi akan
terkelola dengan baik dan
penilaian  kinerja pemerintah
daerah akan meningkat.
3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi | Anggaran yang ada tidak cukup
Pelaksana pelaksana memadai
4 Transparansi Kegiatan sudah  dilaku-kan | Program/ kegiatan diumum-kan
secara transparan dan | di web site LKPP dan
dipertanggunga-jawabkan sesuai | dipertanggung-jawabkan sesuai
dengan peraturan dengan peraturan
1\Y Faktor Faktor Birokrasi
1 Ketersediaan SOP | Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses
pelaksana pengesahan oleh Bupati
2  [Fragmentasi Pembagian tugas / uraian tugas | Peraturan tugas pokok, fungsi
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan
dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target
yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum
terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak adanya kegiatan sosialisasi ini dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak
memadai untuk menyelenggarakan sosialisasi kebijakan- penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah indikator jumlah staf dan
keahlian, afasilitas dari faktor sumberdaya, dan indikator transmisi dari faktor
komunikasi, Indikator insentif dan.dukungan pimpinan dari faktor disposisi. Dan
faktor struktur birokrasi.

Faktor-faktor. pendukung, indikator kejelasan dari faktor komunikasi,
indikator informasi dari faktor sumberdaya dan sikap implementor dari faktor

disposisi.
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Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi
Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada

Masyarakat Dunia Usaha
No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
1 Faktor Komunikasi
1 Transmisi Implementor telah memahami | Peraturan kebijakan telah

dan mengetahui apa saja yang

harus dilakukan sehubungan
dengan pelaksanaan Indikator
terselenggaranya sosialisasi

kebijakan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha.
Tetapi belum ditransmisikan ke
kelompok sasaran

diteruskan dari deputi Bidang
Penanaman  Modal  kepada
pelaksana SPM bidang
penanaman modal. Belum dilaku-
kan sosialisasi kebijakan
penanaman modal ke kelompok
sasaran karena kegiatan untuk
melakukannya tidak ada dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).. Pagu anggaran SKPD
tidak. cukup untuk dialokasikan
pada kegiatan indikator ini

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | Pelaksana telah  mengetahui
kejelasan tujuan dan' sasaran | tujuan dan sasaran dari Perka
Indikator sosialisasi kebijakan | BKMP No 14 Tahun 2011
penanaman  modal  kepada | tentang  Standar  Pelayanan
masyarakat dunia usaha Minimal Bidang Penanaman
Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota
3 Konsistensi Semua yang berkepentingan | Perintah  pelaksanaan  yang
dalam “melaksanakan SPM | diterima sudah jelas dan tidak
Bidang Penanaman Modal | bertentangan
sudah konsisten dalam
melaksanakan perintah  baik
tujuan maupun sasaran
4 Koordinasi - -
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No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
I Faktor sumberdaya
1 Jumlah staf dan | Secara kuantitas masih harus | Jumlah staf sedikit. Untuk
keahlian ditingkatkan sedangkan secara | meningkatkan keahlian staf sudah
kualitas sudah cukup memadai | mengikuti diklat penanaman
kompetensi pelaksananya modal

2 Informasi Informasi sudah dilakukan | Pelaksana telah menerima Perka
sehingga pelaksana { BKMP No 14 Tahun 2011
mengetahui apa yang harus | tentang  Standar  Pelayanan
dilakukan dan pelaksanaan | Minimal Bidang Penanaman
berdasarkan peraturan- | Modal Propinsi dan
peraturan. Kabupaten/Kota dan peraturan

lain yang mendukung

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk | Kegiatan tidak ada dalan DPA
pelaksanaan kegiatan TA. 2013 dan Sudah diatur

dengan Peraturan Bupati tentang
tupoksi ' dan  uraian  tugas
BPPTPM (Perbub No 39 Tahun
2013)

4 Fasilitas Anggaran/ dana untuk |, Anggaran SKPD tidak memadai
kegiatan ini tidak ada sehingga'| untuk mengalokasikan dana pada
tidak dilakukan kegiatan untuk | kegiatan indikator ini
indikator ini

I Faktor Disposisi/Sikap

1 Sikap implementor | Semua ' pelaksana  sudah | Pelaksana tidak mempunyai

terhadap kebijakan | mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan
dengan pembuat kebijakan

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung | Karena SPM dipakai untuk

pimpinan pelaksanaan  tetapi  tidak | mengukur kinerja. Anggaran
disertai dukungan anggaran BPPTPM tidak cukup memadai
untuk pelaksanaan indikator ini

3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus | Anggaran yang ada tidak cukup

Pelaksana bagi pelaksana memadai untuk memberikan
insentif

4 Transparansi

v Faktor Faktor Birokrasi

1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses

Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur (SOP)

2 Fragmentasi Pembagian tugas / wuraian | Peraturan tugas pokok, fungsi

tugas sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013
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Selain faktor faktor tersebut diatas ternyata dalam proses implementasi
SPM Bidang Penanaman Modal yang dilakukan di daerah yaitu di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau ada
faktor lain, yaitu: untuk faktor pendukung keberhasilan implementasi SPM
Bidang Penanaman Modal adalah perlu adanya dukungan yang lebih besar dari
pemerintah pusat dalam hal finansial dan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah indikator-indikator dalam
SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya karena membebani daerah dalam
merealisasikannya. Sehingga perlu disederhanakan “agar ~ lebih mudah
direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani daerah dalam
pencapaian tergetnya. Selain itu ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di
ibukota pemerintahan Kabupaten dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan dalam

melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 127

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERE(I8¢6.pdf

C. Pembahasan

1. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah
tolak ukur kinerja pelayanan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan
oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menyelenggarakan
Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal harus sesuai dengan SPM yang terdiri
dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan publik harus ditindaklanjuti . dengan implementasi
kebijakan yang efektif, karena tanpa implemantasi yang efektif kebijakan yang
dibuat tidak akan berhasil dilaksanakan. Karena fungsi dan tujuan implementasi
ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan
ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai
“outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai
suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem,
implementasi-terdiridari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju
tercapainya ‘tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan,
2006:26).

Dari hasil analisis data pencapaian indikator-indikator dalam penerapan
SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kabupaten LLamandau tahun 2013, dari 7 jenis pelayanan
dasar, yang mencapai target 100% hanya 2 jenis pelayanan dasar yaitu kebijakan
penanaman modal dan Promosi penanaman modal , untuk pengendalian

pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan sistem informasi
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penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 jenis pelayanan dasar, yaitu
kerjasama penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan Penyebarluasan,
pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal tidak mencapai target (0%).
Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang
Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
belum semua berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan indikator-indikator dari
SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal sebagai berikut :

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

Target tahun 2014, Perangkat Daerah~Kabupaten Bidang Penanaman
Modal menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun.

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi
peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan telah mencapai target yang
ditetapkan. Badan “Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
kabupaten Lamandau telah menginformasikan 1 (satu) usaha sektor/bidang usaha
unggulan per tahun yaitu peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten
Lamandau. Kabupaten Lamandau merupakan pusat pengembangan Gaharu di
Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor
188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012. Surat Kuputusan Gubernur ini merupakan
suatu kebijakan untuk mencipatakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam
modal untuk berinvestasi budidaya Gaharu di Kabupaten Lamandau. Diseminasi

informasi peluang usaha ini dibuat dalam bentuk brosur. Adanya informasi ini
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sangat penting karena dapat dijadikan acuan bagi investor dalam
mempertimbangan potensi investasi budidaya gaharu. Dari hasil pengamatan
informasi peluang usaha ini kedepannya dapat dilakukan melalui website Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang
akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2014 ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator tersedianya informasi
peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan telah mendukung implementasi
SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang
dikehendaki.

b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional

Target tahun 2014, Perangkat Daerah kabupaten Bidang Penanaman
Modal melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat
kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1
(satu) kali per tahun.

Dari analisa -data diketahui bahwa indikator terselenggaranya
fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha
tingkat Provinsi/Nasional belum dilaksanakan. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama
kemitraan ini dalam bentuk temu usaha. Dengan adanya pertemuan dalam bentuk
temu usaha ini diharapkan adanya ketertarikan dari pengusaha tingkat
Provinsi/Nasional untuk menjalin kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten
karena memperoleh informasi langsung dari pengusahanya mengenai prospek

usaha tersebut.
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Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional
belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak
direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013
maupun 2014, karena anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat
Provinsi/nasional belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal karena belum mencapai tujuan-dan sasaran yang dikehendaki.
c¢. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Target tahun 2014, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman
Modal melaksanakansalah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal
Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun. Kegiatan promosi
penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market
sounding, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur
investasi.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten telah mencapai target yang ditetapkan. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau telah

melaksanakan salah satu kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten yaitu
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dengan mengikuti pameran dan penyebaran brosur investasi. Realisasi pada tahun
2013 telah mengikuti 3 kali pameran dan penyebarluasan brosur investasi.
Walaupun telah terealisasi 100%, masih perlu ditingkatkan lagi karena belum ada
melakukan market sounding, investment forum, dan seminar investasi.

Dengan demikian indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman
modal Kabupaten dapat disimpulkan telah mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman
Modal telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman
modal yang wajib disediakan, yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam
Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal- Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan,
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di
Kabupaten sesuai kewenargan pemerintah kabupaten.

Dari hasil-analisa data indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman
Modal belum mancapai target yang ditetapkan karena  belum
melayani/mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib
disediakan. Hal ini disebabkan karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk
melayani ataupun mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Peraturan Bupati untuk pelimpahan wewenang melayani ataupun mengeluarkan
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perizinan dan nonperizinan penanaman modal baru disahkan pada bulan oktober
2013.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya pelayanan
perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang
Penanaman Modal belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman
Modal melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari hasil analisa data indikator ters¢lenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha baru terealisasi 50%.
Hal ini disebabkan kurang . responsifnya perusahaan-perusahaan dalam
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak
mempunyai kantor di Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahan pihak
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil
operasional dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Mobil operasional (double gardan) diperlukan karena jalan-jalan untuk menuju
kantor-kantor perusahaan rata-rata masih merupakan jalan pengerasan dan
topografi yang berbukit, sehingga apabila hujan jalan menjadi licin dan becek
yang tidak dapat dilalui kendaraan biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan
indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung implementasi SPM Bidang

Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
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f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman
Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) baru terealisasi
50%, karena belum dioperasionalkanya SPIPISE. Hal ini disebabkan karena
sarana pendukungnya baru terealisasi tahun 2013 sehingga Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki
hak akses ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) untuk mengoperasikan SPIPISE.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terimplementasinya Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum
mendukung implementasi . SPM " Bidang Penanaman Modal karena belum
mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Target.tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman
Modal memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak direncanakan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
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Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013 maupun 2014, karena
anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator ini belum mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan
sasaran yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan memang tidak selalu berjalan dengan sempurna
atau sesuai dengan yang direncanakan. Hampir selalu ada kendala dalam
pelaksanaanya, ada distorsi antara yang akan dicapai dengan yang tercapai.
Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana
minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia,. sementara pelaksanaan
kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana
yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastra,
2006: xiii). Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau untuk tahun 2013 sebesar 2.712.726.180,- rupiah. Dari
anggaran tersebut 39,13% dialokasikan untuk belanja tidak langsung, 23,19%
untuk program admiinistrasi perkantoran, 14,60% untuk program sarana dan
prasarana, 0,74% untuk program peningkatan sumberdaya aparatur, 13,66% untuk
program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, 0,37% untuk program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan 8,32 persen untuk
program peningkatan pelayanan perizinan. Jadi dapat dilihat alokasi untuk
kegiatan penanaman modal hanya 13,19% (Rp. 357.808.583,-) dari pagu
anggaran, sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan
SPM Bidang Penanaman Modal. Dari pagu anggaran tahun 2014 sebesar

2.767.766.180,- rupiah, yang dialokasikan untuk kegiatan penanaman modal
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13,56% (Rp.375.362.719,-). Untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal
pada tahun pertama diperlukan biaya sebesar 2.426.250.000,- rupiah dan pada
tahun kedua dan seterusnya diperlukan biaya sebesar 1.881.250.000,- rupiah
(Perincian prakiraan pembiayaan SPM Bidang Penanaman Modal ini dapat dilihat
pada Lampiran 6). Dilihat dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan SPM
Bidang Penanaman Modal dibandingkan dengan dana yang dialokasikan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
sebesar 14,75% pada tahun 2013 dan 19,95% pada tahun 2014 masih belum
mencukupi untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan
yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik
(politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah. Implementasi-dapat disebut sebagai “policy delivery
system”. Maksudnya, sebagai.suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan.
Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan
yang terarah menuju  tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Yyang
dikehendaki (Tachjan, 2006:26). Apabila dana yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran yang dikehendaki tidak tersedia maka, implementasi
kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya. Oleh karena
itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk merealisasikan
indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan target yang

telah ditetapkan.
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Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran yang dari
Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebelumnya merupakan Kecamatan yang minim
infrastruktur maupun sarana dan prasarana umum sehingga memerlukan banyak
dana untuk pembangunan. Sehingga dana yang dalokasikan untuk pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal sangat terbatas. Daerah-daerah yang memiliki
keterbatasan dana pembangunan untuk merealisasikan indikator-indikator dari
SPM Bidang Penanaman Modal seharusnya mendapat perhatian dan dukungan
dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun
dalam bentuk bantuan finansial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penerapan SPM Bidang Penanaman
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum
terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman
Modal sehingga diperlukan dukungan/campur tangan pemerintah pusat terutama
dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan finansial sedangkan untuk
pemerintah daerah dalam-hal.penambahan jumlah staf yang memiliki kompentesi
dan peraturan—peraturan yang mendukung percepatan terealisasinya indikator-

indikator pelayanan dasar dari SPM Bidang Penanaman Modal.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Indikator-
Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi

peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan sudah mendukung implementasi

SPM Bidang Penanaman Modal.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 137

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBHIGHE pdf

Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor
komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah
mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan membuat brosur mengenai
peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten Lamandau. Dengan demikian
pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari
Perka BKPM nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan
sudah konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan
baik. Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah .dilakukan dengan
berkoordinasi dengan pihak Dishutbun Kabupaten Lamandau yang merupakan
koordinator dalam pengembangan gaharu, data-data- mengenai budidaya gaharu
dalam pembuatan brosur diperoleh dari Dishutbun.

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi,
pelaksana telah mengetahui. apa’ yang harus dilakukan dengan telah
menginformasikan peluang usaha sektor/unggulan. Wewenang untuk pelaksanaan
kegiatan berdasarkan-draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang
tupoksi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah mendukung walaupun
anggaran masih harus ditingkatkan.

Dari faktor disposisi indikator, sikap implementor tidak mempunyai
pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dukungan
pimpinan sudah ada karena dengan adanya brosur dapat menjadi pertimbangan
bagi investor untuk melakukan investasi, dan transparansi, kegiatan telah

diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Faktor-faktor yang menghambat adalah dari indikator jumlah staf dan
keahlian dari faktor sumberdaya. walaupun secara kuantitas masih harus
ditingkatkan dan dari keahlian sudah mengikuti diklat penanaman modal.
indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi,
karena belum ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi karena tidak
ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan 2008
:3-4), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan implementasi
kebijakan, yakni yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana
dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan vinformasi dan konsistensi informasi yang
disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup
(Jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan,
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan
fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana
merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan
pada standart operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan
pelaksanaan kebijakan.

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini
secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang

Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
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b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya
fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha
tingkat Provinsi/nasional, belum mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal karena belum ada realisasinya.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor
komunikasi karena dengan tidak adanya fasilitasi kegiatan ini-mengakibatkan
tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada. ~pengusaha tingkat
Provinsi/Nasional, keberhasilan implementasi -kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup)
sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran
suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran
(Subarsono, 2013:90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas
masih kurang sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensinya
dikarenakan diikutkan dalam diklat penanaman modal untuk menambah
keahliannya. Indikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada anggaran
yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini.

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan
karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan pimpinan.

Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran.
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Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan konsistensi
dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka
BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang
pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai
pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Fachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik
yang melaksanakan kebijakan. perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan
fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang
mencukupi. Tanpa.fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk
mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kegiatan
indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten
dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, harus dialokasikan anggarannya dan
direncanakan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator
terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan

antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan
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pengusaha tingkat Provinsi/nasional belum dalam kondisi mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu melakukan fasilitasi dalam rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten
dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional satu kali per tahun

c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten sudah mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal.

Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor
komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah
mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan mengikuti pameran untuk
mempromosikan peluang penanaman modal. Dengan demikian pelaksana telah
mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari Perka BKPM
nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal Propinsi dan._Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan sudah
konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi
dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau (Koordinator
pameran-pameran yang diikuti oleh Kabupaten Lamandau).

Dari faktor sumberdaya yang mendukung indikator informasi, pelaksana
telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan mempromosikan peluang
penanaman modal di Kabupaten Lamandau melalui pameran. Wewenang untuk

pelaksanaan kegiatan berdasarkan draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013
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tentang tupoksi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah
mendukung walaupun anggaran masih harus ditingkatkan supaya dapat kegiatan
lain seperti investment forum, market sounding dan seminar investasi.

Dari faktor disposisi Faktor disposisi indikator sikap implementor tidak
mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan,
dukungan pimpinan sudah ada karena dengan mengadakan pameran dapat
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten L.amandau.,
dan transparansi

Faktor-Faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian
walupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan dan dari keahlian sudah
mengikuti diklat penanaman modal dati faktor sumberdaya, indikator insentif bagi
pelaksana karena belum ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi
karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten I.amandau.

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan,
2008:3), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan
implemntasi kebijakan, yakni akni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau
pelaksana dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi
yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup

(jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan,
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kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan
fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana
merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan
pada standard operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan
pelaksanaan kebijakan (Akib dan Tarigan 2008 :3-4).

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan inikator ini
secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Dari hasil analisa data terselenggaranya pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman
Modal belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian
karena jumlahnya sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti
diklat penanaman modal. Indikator wewenang dari faktor sumberdaya. Hal ini
dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan
dan non périzinan penanaman modal. Pelimpahan wewenang baru disahkan pada
bulan Oktober 2013. Indikator dukungan pimpinan karena lambannya Peraturan
pelimpahan kewenangan untuk melayani/ mengeluarkan izin bidang penanaman
modal disahkan dan indikator insentif bagi pelaksana karena anggaran tidak
memadai sehingga tidak ada insentif dari faktor disposisi. Indikator ketersediaan
SOP dan Fragmentasi dari faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan

lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 144

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKK!6-pdf

Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau.

Faktor-faktor pedukung adalah semua indikator dari faktor komunikasi.
Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal
kepada pelaksana SPM bidang penaman modal. mengetahui tujuan dan sasaran
dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan dan Sudah dilakukan koordinasi
dengan dinas/badan teknis terkait sehubungan diperlukan rekomendasi teknis
untuk diterbitkan-nya suatu izin. (HO harus ada rekomendasi teknis dari Badan
Lingkungan Hidup).

Dari faktor sumberdaya indikator informasi, Pelaksana telah menerima
Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi .dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang
mendukung dan fasilitas ‘Sarana dan prasarana pedukung sudah tersedia
(Komputer dan aplikasi.izin sudah ada)

Dari faktor disposisi indikator sikap implementor terhadap kebijakan
pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat
kebijakan dan transparansi, karena sudah dibuat leaflet yang berisikan
persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu
izin.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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Faktor penghambat utama dari indikator terselenggaranya pelayanan
perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang
Penanaman Modal. Karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk melayani /
mengeluarkan perizinan maupun nonperizinan bidang penanaman modal.
kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus
bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena
dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.(Edward III dalam
Hutagalong, 2013:23-24).

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator
terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal
melalui PTSP di bidang Penanaman. Modal belum dalam kondisi mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan,

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transimisi dari faktor
komunikasi, walaupun telah dilakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tetapi tidak maksimal.
Sehingga perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin.

Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 146

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERB(1G¢6.pdf

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga
akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran
(Edward III dalam Subarsono, 2013:90).

Dari faktor sumberdaya, indikator jumlah staf dan keahlian, secara
kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup
memadai kompetensi pelaksananya. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah
mengikuti diklat penanaman modal sehingga telah mengetahui apa yang harus
dilakukan berkaitan dengan indikator ini. Indikator fasilitas juga merupakan
penghambat, karena perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga
Bulik. Dalam rangka melakukan bimbingan Untuk mendatangi semua perusahan
pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki
mobil operasional dan -anggaran yang ada terbatas/tidak mencukupi untuk
melakukan bimbingan-secara maksimal.

Dari faktor disposisi yang menjadi penghambat adalah indikator dukungan
pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan dalam hal
pengalokasian anggaran tidak diberikan dana yang memadai dan tidak ada insentif
khusus bagi pelaksana dikarenakan dana yang ada juga tidak cukup memadai.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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Faktor-faktor pendukung adalah indikator kejelasan dan konsistensi dari
faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka
BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi dan
wewenang. Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung. Sudah ada wewenang untuk
pelaksanaan kegiatan berupa Peraturan Bupati.

Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor
terhadap kebijakan dan transparansi hal ‘ini dikarenakan Pelaksana tidak
mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan
Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan
sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator
terselenggaranya ‘bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM
Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang
ditetapkan.

f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), belum

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.
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Faktor-faktor penghambat adalah indikator Jumlah staf dan keahlian,
secara kuantitas masih harus ditingkatkan karena jumlahnya sedikit sedangkan
secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya sebab sudah
mengikuti diklat penanaman modal dan telah memiliki keahlian untuk
menjalankan aplikasi SPIPISE, indikator wewenang karena belum memiliki
wewenang untuk mengoperasikan SPIPISE, Indikator fasilitas, belum mencapai
target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal disebabkan sarana
pendukung SPIPISE baru terealisasi pada tahun 2013.

Dari faktor disposisi indikator dukungan pimpinan. dan insentif bagi
pelaksana karena tidak ada insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan tidak
disertai dengan penambahan anggaran.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok; Fungsi dan uraian Tugas Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang-mendukung adalah indikator transmisi, dan koordinasi,
kejelasan dan kosistensi dari faktor komunikasi. Peraturan kebijakan telah
diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang
penanaman modal. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka
BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya adalah indikator informasi karena pelaksana telah
mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
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Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor
terhadap kebijakan dan transparansi hal ini dikarenakan Pelaksana tidak
mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan
Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan
sesuai dengan peraturan.

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik
yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan
fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang
mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Demikian
juga dengan wewenang. Wewenang dibutuhkan dalam. implementasi kebijakan
karena kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, gagalnya proses
implementasi karena dipandang .oleh. publik implementor tersebut tidak
terlegitimasi (Winarno, dalam. Hutagalong, 2013:23-24). Untuk mendukung
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kewenangan yang diperlukan
dalam melaksanakan kegiatan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) harus segera
dipeoleh.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM

Bidang Penanaman Modal.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 150

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBURRAE.pdf

g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya
sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum
mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor
komunikasi karena kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, karena
keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui
apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi
distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan
akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono,
2013:90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas masih
kurang sedangkan secara . kualitas sudah cukup memadai kompetensinya
dikarenakan diikutkan ‘dalam diklat penanaman modal untuk menambah
keahliannya, dan-indikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada
anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini.

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan
karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan pimpinan.
Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan kosistensi
dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka
BKMP No 1[4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang
diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang
pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai
pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik
yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan
fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang
mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk
mendukung implementasi SPM. Bidang Penanaman Modal maka kegiatan
indikator terselenggaranya ‘sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia. usaha, belum mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal, harus dialokasikan anggarannya dan direncanakan
kegiatannya dalam DPA.

Dengan demikian dari wuraian diatas dapat diambil kesimpulan
terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha, belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan
yaitu melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia

usaha satu kali per tahun.
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Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam proses implementasi indikator-indikator SPM Bidang
Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau adalah :

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam kondisi sudah mendukung implementasi indikator
tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi 'sudah mendukung implementasi
indikator ini adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan
transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1) Faktor sumberdaya. yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi
belum mendukung implementasi indikator tersedianya informasi peluang
usaha sektor / bidang usaha unggulan;

2) Faktor disposisi, yaitu dari indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam
kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
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Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga
menghambat implementasi indikator tersedianya informasi peluang usaha
sektor / bidang usaha unggulan.

b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam
kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten.dengan pengusaha tingkat
Provinsi/Nasional;

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi, dan wewenang;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini
adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan.

Faktor-faktor-penghambat dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi karena dengan tidak adanya
fasilitasi kegiatan ini mengakibatkan tidak tertransmisikannya prospek usaha
kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional. Dengan demikian dalam kondisi
tidak mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat

Provinsi/Nasional;
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2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi
belum mendukung implementasi indikator ini;

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan
dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator
ini;

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga
menghambat implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat
Provinsi/Nasional.

¢. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam  kondisi mendukung implementasi indikator
terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten;

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini
adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:
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1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi
belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten;

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam
kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga
menghambat  implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal Kabupaten.

d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Faktor-faktor pendukung-dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi ~dalam  kondisi mendukung implementasi indikator
terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman
modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi, dan fasilitas;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.
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Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , dan wewenang
ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan
perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam kondisi belum
mendukung implementasi indikator terselenggaranya pelayanan perizinan
dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang
Penanaman Modal;

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan
dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator
ini;

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan-untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung
implementasi . sehingga  menghambat implementasi  indikator
terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman
modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal.

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :
1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi
dalam kondisi mendukung implementasi indikator  terselenggaranya
bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia

usaha;
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2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini
adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi dikarenakan bimbingan tidak
maksimal;

2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , dan wewenang
ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani .dan mengeluarkan
perizinan dan non perizinan penanaman modal ‘dalam kondisi belum
mendukung implementasi indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan
kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan
dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator
ini;

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung
implementasi  sehingga  menghambat implementasi  indikator
terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha.
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f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam  kondisi mendukung implementasi indikator
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE);

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini
adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.
Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , wewenang, dan
fasilitas ini dikarenakan .belum- memiliki wewenang melayani dan
mengeluarkan perizinan (dan non perizinan penanaman modal, dan sarana
pendukung lambat direalisasikan, sehingga dalam kondisi belum mendukung
implementasi-indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan
dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator
ini;

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
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Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung
implementasi  sehingga  menghambat implementasi  indikator
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE).

g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam
kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator
ini adalah indikator informasi, dan wewenang;

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini
adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1) Faktor komunikasi -adalah indikator transmisi karena informasi tidak
ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha;

2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas
karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini
dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya
sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan
dukungan pimpinan dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini;

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
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tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung
implementasi sehingga menghambat implementasi terselenggaranya
sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
Keberhasilan penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman

Modal selain faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur

birokrasi perlu juga dikaji faktor lain yang yang dapat mendukung maupun

menghambat keberhasilan implementasinya
Faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan-penerapan indikator-
indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

1) Dukungan finansial dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam
Negeri atau Badan Koordinasi . Penanaman Modal (BKPM) untuk
melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target dari
indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal;

2) Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatan kualitas sumberdaya
manusia sehingga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam
mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Dukungan pemerintah pusat sangat penting, terutama untuk daerah-daerah
yang mempunyai dana pembangunan terbatas. Pentingnya dukungan pemerintah
pusat ini, karena alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan juga merupakan
juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Kegagalan program sering juga disebabkan kurangnya dukungan dari instansi
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vertikal, dan kurangnya koordinasi antar instansi vertikal dan horizontal yang

terlibat dalam implementasi program.

Sedangkan faktor lain yang dapat menghambat adalah:

1) Indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya
karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga
perlu disederhanakan agar lebih mudah direalisasikan/ lebih mudah
dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan daerah dalam pencapaian
targetnya. Untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang harus
dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tersebut. Karena tidak semua daerah memiliki dana/anggaran yang
cukup untuk melaksanakan suatu program/kegiatan. Seperti yang telah
diterangkan diatas bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kabupaten-Lamandau tidak memiliki anggaran yang
cukup untuk melaksanakan “program/kegiatan yang diperlukan dalam
pencapaian Visi dan_Misi organisasi dalam bidang penanaman modal.
Program yang dilaksanakan berdasarkan proritas pada saat ini.

2) Ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan
Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan
dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal. Ketidakpatuhan
pihak perusahaan dalam penyampaian laporan juga merupakan penyebab
tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Hal ini karena organisasi
pelaksana bidang penanaman modal dalam hai ini Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki wewenang kekuasaaan yang
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dapat menuntut kepatuhan pihak perusahaan dalam menyampaikan laporan
LKPM sedangkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara
sempurna (perfect implementation) seharusnya implementor kebijakan dapat
menuntut dan mendapatkan kepatuhan, dan daya tanggap (reponsivitas) yang
sempurna dari kelompok sasaran.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam penerapan SPM Bidang
Penanaman Modal lebih disebabkan oleh sumber daya manusia secara kuantitas
kurang mencukupi, sedangkan dari kualitas sudah cukup memadai karena di
dukung dengan mengirimkan pelaksana untuk mengikuti Diklat Penanaman
modal yang dimaksudkan untuk memenuhi kualifikasi/kompetensi dalam Bidang
Penanaman Modal. Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Penanaman Modal selaku-pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal
berjumlah 4 orang yang tediri-1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbid, dan 2
orang staf. Latar belakang pendidikan Kepala Bidang pasca sarjana (S2),
Kasubbid Sarjana (S1), 1 orang staf sarjana (S1), dan 1 orang staf Sekolah
Menengah Atas (SMA). Dengan demikian dapat dikatakan jumlah personil
sebagai pelaksana kunci dalam mengimplementasikan Bidang Penanaman Modal
sangat minim. Sedangkan dari aspek finansial, anggaran yang digunakan dalam
pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal masih kurang mencukupi, terlihat
dari 2 indikator pelayanan dasar yaitu, terselenggaranya fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional dan

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat
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dunia usaha yang memang tidak ada program/kegiatan dalam mendukung
pelaksanaan SPM tersebut di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun 2013 maupun 2014
karena memerlukan anggaran yang relatif besar untuk melaksanakannya
sedangkan pagu anggaran tidak cukup memadai . Indikator pelayanan dasar yang
ada program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun anggaran
2013 maupun 2014 seperti terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, pagunya masih belum
memcukupi (realisasi tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan karena
kurangnya pagu anggaran).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya, baik itu sumber daya
manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, dan sumber dana merupakan
faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Seperti yang dikatakan oleh George Edward III  (dalam Tachjan,
2006:135), “sumber-daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan
kebijakan adalah staf. Sumberdaya yang efektif tidak hanya dinilai dari sisi
jumlah staf namun juga kompetensi atau kecakapan sumber daya manusianya”.
Demikian juga fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program
harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa
fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik.

Selain itu karena tidak ditransmisikannya kebijakan yang seharusnya
disampaikan kepada kelompok sasaran karena tidak mmemiliki anggaran yang

memadai juga dapat menyebabkan kegagalan dari implemntasi suatu kebijakan.
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Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga
akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran
(Edward III dalam Subarsono, 2013:90). Sehingga menyebabkan tidak
tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional,
kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, dan. kegiatan bimbungan
kepada dunia usaha tidak maksimal dan menyebabkan tidak responsifnya
perusahan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Secara umum faktor komunikasi sudah berjalan dengangan baik. tidak ada
kendala yang berarti, sehingga menyebabkan proses implementasi jadi terhambat.
Dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh
implementor dengan jelas, akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah
yang diberikan sudah konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
diutarakan Edward III (dalam Akib, 2010:5) bahwa “komunikasi suatu program
hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana”. Hal ini
menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi yang disampaikan. Demikian juga dengan koordinasi, dari hasil analisa
data koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan
dengan baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat formal maupun informal

antara pelaksana kebijakan.
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Sedangkan dari faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator
ketersediaan Standart ~ Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung
karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses
pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian
tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada
bulan Oktober 2013.

Menurut Edwards III ada 2 karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja
struktur birokrasi, yaitu membuat Standard Operating Procedures (SOP) dan
fragmentasi (dalam Hutagalong, 2013:25). Fragmentasi organisasi adalah
penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga ‘tidak tumpang tindih
(duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh.

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk. membakukan dan mengarahkan
perilaku individu, perilaku kelompok; dan antar kelompok pada pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan-
aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya.

Dengan demikian untuk mendukung implementasi kebijakan SPM
Bidang Penanaman Modal perlu dilakukan percepatan pembuatan Standar
Operasional Prosedur (SOP) karena merupakan acuan/standar bagi pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan.

Sikap implementor terhadap kebijakan sudah mendukung. Pelaksana tidak
mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan. Dukungan
pimpinan belum maksimal karena hanya berupa dukungan dalam pelaksanaan

saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup dan lambannya regulasi
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peraturan. Dalam hal transparansi , program dan kegiatan telah dilakukan secara
transparan. Transparansi ini dilakukan dengan mengumumkan program dan
kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan barang/jasa maupun yang
dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan sudah dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disposisi merupakan faktor yang bertalian
dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana
kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan
memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki
kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. Jika para implementor
bersikap baik atau mendukung suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka
akan melaksanakan kebijakan sebagaimana ~yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif implementor
berbeda dengan pembuat kebijakan.maka proses pelaksanaan suatu kebijakan
akan sulit (Edward III dalam Tachjan, 2006:83).

Yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah insentif bagi pelaksana
karena insentif ini ‘dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan
untuk melaksanakan perintah dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang
dikemukakan oleh Edward III (dalam Hutagalong, 2013:25) adalah dengan
memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan akan menjadi
faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan
baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi
(self-interest), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk kedepannya pemberian
insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini harus dipertimbangkan dalam

pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan perintah dengan baik.
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Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam mengimplementasikan
kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau secara efektif, faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi maupun struktus birokrasi harus dalam kondisi yang
sempurna dalam mendukung implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman
Modal dengan tidak mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mendukung

maupun menghambat implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
(Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau), maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yaitu,
Peraturan Kepala Badan Koordinasi“Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2011 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
dan Kabupaten/Kota pada” Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal <« Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum
terlaksana sesuai. dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal. Dengan demikian belum mendukung implementasi SPM
bidang penanaman modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang

dikehendaki.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi

to

indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah:
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a. Faktor Komunikasi
Indikator-indikator dari faktor komunikasi yang mendukung penerapan
indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator
kejelasan, konsistensi, dan koordinasi. Pelaksana telah mendapatkan
kejelasan tujuan dan sasaran dari SPM bidang penanaman modal, sudah
konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan sudah melakukan koordinasi
dengan dinas terkait. Untuk indikator transmisi sudah mendukung untuk
implementor kebijakan tatapi tidak untuk kelompok sasaran. Dengan
demikian indikator transmisi ini menghambat penerapan SPM bidang
penanaman modal, karena tidak tertransmisikanya prospek usaha kepada
pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, bimbingan kegiatan penanaman modal
dan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

b. Faktor Sumberdaya
Indikator-indikator dari faktor” sumberdaya yang mendukung penerapan
indikator-indikator dari"SPM bidang penanaman modal adalah indikator
informasi, pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedangkan
yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang, dan
fasilitas. Karena jumlah staf sedikit, belum ada wewenang untuk
mengeluarkan izin investasi dan anggaran tidak cukup memadai untuk
malaksanakan semua kegiatan dalam SPM bidang penanaman modal.

¢. Faktor Disposisi
Indikator-indikator dari faktor disposisi yang mendukung penerapan
indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator sikap

implementor terhadap kebijakan yang tidak mempunyai pandangan yang
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bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dan transparansi karena
kegiatan telah diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sedangkan yang menghambat adalah indikator
insenti{ bagi pelaksana kebijakan karena tidak ada insentif khusus dan
dukungan pimpinan khususnya dalam regulasi peraturan dan dana untuk
pelaksanaan kegiatan.
d. Faktor Struktur Birokrasi

Indikator-indikator dari faktor struktur birokrasi yaitu indikator ketersediaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi- belum mendukung
penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal dalam hal
ini adalah ketidaktersedian SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati
tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau.

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Faktor-faktor lain yang
mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, adalah:

a. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal finansial untuk daerah yang
mempunyai dana pembangunan terbatas seperti Kabupaten Lamandau untuk

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.
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b. Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia agar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam bidang penanaman
modal atau yang dipersyaratkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menghambat implementasi SPM

Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal, adalah:

a. Indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya
karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga
perlu disederhanakan indikator-indikatornya supaya. agar- lebih mudah
direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan
daerah dalam pencapaian targetnya. Karena untuk melaksanakan 1 indikator
banyak kegiatan yang harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terSebut.

b. Ketidakberadaan kantor-kantor ~perusahaan di ibukota pemerintahan
Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan

dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal.

B. SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan. maka untuk
mengoptimalkan faktor-faktor yang menghambat yang ditemukan dalam proses
implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau  penulis

memberikan saran-saran sebagai bertkut:
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1. Untuk mempercepat pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar
sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang diperlukan dan dari sisi finansial
perlu dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, Badan
Koordinasi Penanaman Modal maupun Pemerintah Provinsi, mengingat
Kabupaten Lamandau memiliki dana pembangunan yang terbatas. Demikian
juga dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang mempunyai permasalahan yang. serupa. Sedangkan
untuk Pemerintah Kabupaten L.amandau perlu memperioritaskan penambahan
jumlah staf sesuai dengan kompetensi/kualifikasi sumberdaya manusia yang
diperlukan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penananaman Modal pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

2. Untuk faktor komunikasi,. yang harus segera ditingkatkan adalah indikator
transmisi sehingga -dalam bentuk sosialisasi maupun fasilitasi, sehingga
kebijakan penanaman modal dapat diketahui oleh kelompok sasaran sehingga
akan mengurangi distrosi implementasi kebijakan.

3. Untuk faktor sumber daya, yang harus segera ditingkatkan adalah
penambahan jumlah staf dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan
meningkatkan finansial/anggaran pelaksanaan program kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang
Penanaman Modal. Demikian juga dengan kewenangan untuk pelaksanaan

implementasi dipercepat peraturan pelimpahan kewenangannya.
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4. Untuk faktor disposisi, yang harus ditingkatkan adalah insentif bagi pelaksana
kebijakan sehingga menjadi faktor pendorong yang membuat implementor
melaksanakan perintah dengan baik dan dukungan pimpinan dalam hal
pemberian dana maupun regulasi peraturan.

5. Untuk faktor struktur birokrasi, yang mendesak untuk segera dilakukan
adalah percepatan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena
merupakan acuan/standar bagi pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal
melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji SPM Bidang
Penanaman Modal apakah indikator-indikatornya perlu di sederhanakan agar
lebih mudah dilaksanakan dan dalam pelaksanaanya tidak membebani
anggaran daerah. Karena untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang
harus dilakukan dan diperlukan-dana yang cukup besar untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tersebut.

7. Diperlukan payung hukum yang lebih kuat agar pelaksana kebijakan
memiliki kewenangan dalam menuntut kelompok sasaran dari implementasi

SPM Bidang Penanaman Modal agar memenuhi kewajibannya.
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LAMPIRAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJIA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU
KAPALA BADAN
SEKRETARIAT
1 1 1
KELOMPOK JABATAN j
FUNGSIONAL
SUBBAG PERENCANAAN DAN SUBBAG SUBBAG UMUM, PEPEGAWAIAN
PENGENDALIAN PROGRAM KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PENGADUAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ATAS LAYANAN PERIZINAN DASAR LANJUTAN DAN STRATEGIS
TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS SUB BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PROMOSI INVESTASI
UPTB SUB BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN INVESTASI
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PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.

Penca-
Standar Pelayanan Minimal Batas | ian
Jenis Pel Waktu /d
NO enis Pelayanan Penca- S
Dasar paisn Tahun
Indikator Nilai
(Tahun) 2(&1);
1. | Kebijakan Tersedianya informasi peluang | 1 (satu) 2014 100%
Penanaman Modal | usaha sektor / bidang usaha | (sektor/
unggulan bidang
usaha/thn
2. | Kerjasama Terselenggaranya fasilitas | 1 (satu) 2014 -
Penanaman Modal | pemerintah daerah dalam rangka | kali/thn
kerjasama kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi  tingkat  Kebupaten
dengan pengusaha tingkat
Provinsi/nasional
3. | Promosi Terselenggaranya promosi | 1 (satu) 2014 3 Kali
Penanaman Modal | peluang ~ penanaman ' modal | kali/thn
Kabupaten
4. | Pelayanan Terselenggaranya pelayanan 100% 2014 Tidak
Penanaman Modal | perizinan dan™ nonperizinan ada izin
bidang penanaman modal melalui vg
PTSP «di (bidang Penanaman: dikelu-
Pendaftaran  Penanaman Modal arkan
Dalam  Negeri, Izin Prinsi
Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin “Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri, Tanda Daftar
Perusahaan, Surat Izin Usaha
Perdagangan, Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) yang bekerja di
Kabupaten sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten
5. | Pengendalian Terselenggaranya bimbingan | 1 (satu) I (satu) | 50%
pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penanaman | Kkali/thn kali/
Penanaman Modal | modal kepada masyarakat dunia tahun
usaha
6. | Pengelolaan  data | Terimplementasinya Sistem 100% 2014 50%
dan Sistem | Pelayanan Informasi dan
Informasi Perizinan Investasi Secara
Penanaman Modal | Elektronik (SPIPISE)
7. | Penyebarluasan, Terselenggaranya sosialisasi | 1 (satu) 2014 -
pendidikan dan | kebijakan penanaman modal | kali/thn
pelatihan kepada masyarakat dunia usaha
Penanaman Modal

Sumber. Laporan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2013
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LAMPIRAN 3.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang
Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan
dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan
maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

4. Bagaimana koordinasi antara “bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di-BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan
dengan baik ?

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kuantitas sudah mencukupi?

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara

kualitas sudah memadai? Jika belumn dimana kekurangannya ?
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8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai
tujuan/tugas?

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM
bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai
masih kurang, mohon dijelaskan?

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu. dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang
Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk
mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal di BPPTPM ?

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?
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16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman
Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 182

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TER#ATf4R-pdf

LAMPIRAN 4.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN :

KABID Penanaman Modal/Ibu Norita Indahyanie, SE, M.A.P.

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.
SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan_oleh BKPM baik
tujuan maupun sasaran. Pihak BKPM mengundang baik yang di Propinsi atau
kabupaten yang biasanya dilakukan di Jakarta. Yang memberikan sosialisasi
yaitu deputi penanaman modal BKPM.

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.
Pihak BKPM sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum,
apa yang dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal.
Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk peraturan. Tetapi seringkali
apabila ada pertemuan surat undangan diterima waktunya sudah terlambat
sehingga tidak sempat diikuti kegiatannya.

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?
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Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan
melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun
sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan
dengan baik ?

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SPM Bidang Penanaman Modal
Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik.

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah-ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

Sudah dilakukan pertemuan secara rutin. Selama ini masih di koordinasi oleh
bagian ekonomi Setda KabupatenLamandau

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kuantitas sudah mencukupi?

SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM jumlahnya
belum mencukupi.

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

Demikian juga dengan kualitasnya belum memadai. Untuk diBidang
Penanaman Modal seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang
pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi). Untuk menambah keahlian
pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh BKPM. Di BPPTPM

pelaksana yang telah mengikuti diklat sebanyak 2 orang.
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8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?
Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan
yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas.

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai
tujuan/tugas?
Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman modal
dilakukan oleh bagian Ekonomi Setda Kabuapten Lamandau. Segala
sesuatunya harus berkoordinasi dengan bagian ekonomi Setda.

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM
bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?

Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika
dilihat dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini
memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari APBD.

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai

masih kurang, mohon dijelaskan?
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Sarana dan prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan
lengkap. BPPTPM belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi BKPM
(SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan SPIPISE yang merupakan
bagian dari SPM

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini bisa untuk
mengukur kinerja.

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang
Penanaman Modal ini yang menjadit (tugas Bapak/Ibu untuk
mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

Secara umum yang menjadi. tugas saya sudah dipahami dalam
mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam
pelaksanaan, sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM belum ada. Kedepannya akan

diusahakan ada tambahan penghasilan
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16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?
Dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM bidang penanaman telah
dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara
periodik belum dilakukan. Untuk tata cara pelaporan ini ada disosialisasikan
tetapi karena keterlambatan menerima undangan dari BKPM maka acara
tersebut tidak diikuti. Setiap bulan ada dibuat realisasi belanja langsung dan
tidak langsung

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan  dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM
Bidang Penanaman Modal ini; kurangnya kualitas pelaksana, jumlah SDM
terbatas, dan anggaran/biaya kurang memadai.

Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama penanaman
modal(tidak direncanakan kegiatannya dalam DPA). Pelayanan perizinan
investasi belum ada karena BPPTPM belum memiliki hak akses ke sistem
pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).
Sarana pendukungnya baru direalisasikan tahun 2013. Untuk bimbingan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ini dikarenakan perusahaan-
perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit dilakukan.
Mereka juga tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
secara rutin (LKPM disampaikan ke BKPM, dan BPPTPM di diberi

salinannya). Kalaupun menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja.
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SPIPISE sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013. Sehingga
BPPTPM belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di
BKPM.  Belum tersedia anggaran untuk mensosialisaikan kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (Tidak dibuat kegiatan
untuk soaialisasi kebijakan penanaman modal).

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?
Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;
Menambah pegawai yang memiliki kompetensi, mengirimkan pegawai untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanaman
modal.
Anggaran untuk program/kegiatan ditingkatkan.
Regulasi untuk mendukung pelaksanaan SPM ini dipercepat dan diperjelas.
Sarana dan prasarana yang diperlukan dilengkapi.

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?
SOP belum ada.-Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di
BPPTPM.

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).
Tugas melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur
dengan peraturan Bupati Nomor 37tahun 2012 tentang penyelenggaraan

PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.
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21. Apakah sudah ada tupokst atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.

Sudah ada Topoksi/peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab
masing-masing pelaksana (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang
tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).

22. Faktor apa menurut bapak/lbu yang paling penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Komitmen pelaksana untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal.
Dengan cara mentaati dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam
mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal.

Untuk informasi peluang usaha unggulan dilakukan dengan membuat brosur
saja. Promosi penanaman modal  sudah dilakukan dengan mengikuti

pameran-pameran.
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INFORMAN :

KASUBBID Pengembangan dan Promosi Investasi/Bapak Kartono, SE.

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.
BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan
SPM Bidang Penanaman Modal. Informasi diberikan dengan cara
mengundang pihak terkait yang biasanya dilaksanakan di Jakarta/Provinsi
untuk kemudian disosialisasikan.

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan
dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal-?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.

BKPM sudah memberikan pedoman umum untuk pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal.. Pedoman umum berupa Perka/buku pedoman. Tetapi
untuk acara sosialisasinya saya belum pernah mengikuti..

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan
maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal
maupun horizontal sudah melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam
mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman

Modal.
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4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan
dengan baik ?

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SPM Bidang Penanaman Modal
Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik.

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

Sepengetahuan saya pertemuan secara resmi belum ada.

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kuantitas sudah mencukupi?

SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas
belum mencukupi.

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

Secara kualitas “dapat dikatakan sudah memadai, karena telah memiliki
sertifikat yang. diberikan oleh BKPM ( pelaksana telah mengikuti diklat
penanaman modal).

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?

Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada

bawahan.
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9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai
tujuan/tugas?

Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan dalam untuk mencapai tujuan
dan tugas.

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM
bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?

Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal belum mencukupi. Dananya diperoleh dari APBD.

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan

SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai
masih kurang, mohon dijelaskan?
Sarana dan prasarana untuk- penunjang pelaksanaan SPM ini sudah
mencukupi walau masih._ada kekurangan seperti alat transportasi (mobil
operasional). Mobil operasional diperlukan untuk melakukan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal.

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

Saya mendukung sepenuhnya, karena dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pekerjaan

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang

Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/lbu untuk
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mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

Secara umum mengimplementasikan SPM ini berdasarkan tupoksi saya
sebagai Kasubbid.

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini,
karena merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan.

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

Untuk insentif,  selama ini kami belum mendapatkan insentif dalam
pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM.

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?
Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan.
Telah diumumkan melalui website LKPP dengan melakukan pengumuman
pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan secara swkelola. Laporan
perkembangan dan kendala belum dilakukan secara periodik.

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM

Bidang Penanaman Modal ini, kurangnya personil (tenaga), tidak ada alat
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transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak
perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin.
Belum ada payung hukum untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama
penanaman modal (Tidak ada dalam kegiatan untuk melaksanakannya).
Pelayanan perizinan investasi belum ada karena BPPTPM belum
mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin
investasi). Selama ini dilakukan oleh bagian ekonomi Setda, sedangkan IMTA
(Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing) di Nakertrans Pelimpahan
wewenang baru ada tahun 2013 (bulan Oktober).. Untuk bimbingan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal, tidak memiliki anggaran yang
cukup/memadai dan tidak memiliki ~kendaraan operasional dalam
melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha. Untuk SPIPISE belum memiliki hak akses ke
SPIPISE, sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013 sekarang baru
diajukan permintaan " hak akses. Untuk mensosialisasikan kebijakan
penanaman ~modal kepada masyarakat dunia usaha, tidak memiliki
anggaran(kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usahatidak ada).

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?
Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;
Memaksimal tenaga yang ada dan mengadakan alat transportasi (mobil

operasional).
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19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?

SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan
SOP tersebut.

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37tahun 2012 tentang
penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada; apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.

Sudah ada wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dan
sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas
pokok, fungsi dan uraian tugas- BPPTPM Kabupaten Lamandau.

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Komitmen para pelaksana mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam
melaksanakan SPM ini.

Sudah dilakukan Informasi peluang usaha dengan membuat brosur.
Informasi peluang usaha ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana
yang ada hanya cukup untuk mencetak brosur. Tahun yang lalu kami
membuat brosur peluang investasi budidaya gaharu. Sedangkan promosi
penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan dengan

mengikuti pameran-pameran.
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INFORMAN :

PELAKSANA BID. PENANAMAN MODAL/Bapak Ikhwanudin Akbar, S.Kom

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang
Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan
lagi ke Perbub.

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan
dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.

Ada diberikan pedoman umum.-Sasaran dan tujuan sudah jelas. Peraturan-
peraturan yang lain nya_adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan yang
lainnya.

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan
maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada masyarakat
tidak maksimal

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan
dengan baik ?

Koordinasi sudah baik
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5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

Sudah ada pertemuan antara instansi.

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kuantitas sudah mencukupi?

Secara kuantitas masih belum memadai

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?
Secara kualitas masih kurang memadai.

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?

Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan.

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah ‘melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai
tujuan/tugas?

Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM
bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?

Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau.
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11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang
pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa
saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

Masih kurang juga.

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

Saya mendukung , karena dapat mempermudah pekerjaan

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang
Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk
mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

Sudah memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal
tersebut

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas.

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

Tidak ada Insentif.

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman
Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?

Sudah dilakukan secara transparan. Belum dibuat laporan secara periodik
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17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM
Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia. Tidak ada kegiatan
tahun 2014 untuk memfasilitasi kerja sama kemitraan antara usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat
provinsi dan nasional . Belum memiliki hak akses untuk pelayanan perizinan.
Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal. Belum memiliki hak akses
ke SPIPISE. Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat. (kegiatan sosialisasi tidak
direncanakan, tidak ada kegiatannya ).

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?
Cara mengatasi kendala untuk SDM melalui diklat

19. Apakah BPPTPM telah _mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?
SOP belum ada.-Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses.

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).
Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan

peraturan yang ada.
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Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?
Sarana dan prasarana, jaringan internet, kantor. Menginformasikan peluang
usaha sudah dibuat brosur budidaya gaharu. Mengikuti pameran untuk

mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten lamandau.
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INFORMAN :

KABID Pel. Perizinan Lanjutan dan Strategis/ Bapak Yohhan Orlando, S.Hut

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.
SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh BKPM baik
tujuan maupun sasaran. Biasanya pihak BKPM mengundang instansi
penanaman modal di Provinsi maupun Kabupaten. Biasanya yang mengikuti
dari bidang penanaman modal.

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan
dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal-?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.

Pihak BKPM sudah-memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum,
yang harus dilaksanakan pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal.
Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk Perka BKPM.

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan
maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan
melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam SPM Bidang Penanaman

Modal.
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4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan
dengan baik ?

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SPM Bidang Penanaman Modal
Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. Seperti saya
dalam hal ini berkaitan dengan izin-izin yang dibuat oleh perusahaan yang
akan berinvestasi.

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

Sudah ada pertemuan secara rutin. Pada takun 2013 masih di koordinasi oleh
bagian ekonomi Setda Kabupaten Lamandau

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara

kuantitas sudah mencukupi?
Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM masih
belum cukup. Dibidang penanaman modal ada 4 personil, 1 kabid, 1 kasubbid
dan 2 orang pelaksana. Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya
tim teknis tetapi belum terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di
BPPTPM.

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

Secara kualitas masih belum mencukupi, sebagian besar staf pendidikannya

hanya dari sekolah menengah umum. Hanya pejabat struktural nya yang
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mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang pendidikannya hanya
sampai sekolah menengah.

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?

Dalam pendelegasiannya telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas
kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa
saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai
tujuan/tugas?

Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan. pada bulan Oktober tahun 2013
yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013.

10. Bagaimana dengan kondisi ‘keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM

bidang Penanaman Medal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?
Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan
pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa
administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain
yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh
dari APBD.

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai

masih kurang, mohon dijelaskan?
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Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua
sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double
gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini
akan memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan.

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini juga
merupakan acuan/panduan untuk bekerja.

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang
Penanaman Modal ini yang menjadi. ~tugas Bapak/Ibu untuk
mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

Saya sudah memahami dalam. . mengimplementasikan SPM Bidang
Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok saya.

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

Dukungan._ pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil,
maupun Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat
yang diukur dalam kepemerintahan yang baik.

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan. Yang saya
tahu di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi sudah diberikan

insentif
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16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?
Pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal telah
dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara
periodik belum dilakukan belum dilakukan , biasanya untuk khusus bidang
penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global laporan dibuat
laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Yang paling besar yang menjadi hambatan adalah anggaran untuk
pelaksanan kegiatan dan sumberdaya manusianya, seperti fasilitasi kegiatan
kerjasama untuk kemitraan ~tidak ada anggarannya sehingga tidak
direncanakan dalam program/kegiatan, Pelayanan perizinan investasi belum
diberi hak akses dari BKPM karena sarana pendukungnya baru diadakan
tahun 2013." Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
karena perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga
sulit untuk monitoringnnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut
terkendala dengan alat trasportasi yang tidak tersedia. Untuk SPIPISE
peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga belum memiliki hak
akses ke SPIPISE yang servernya ada di BKPM. Kegiatan sosialisasi juga
tidak dilakukan karena tidak dianggarkan tidak ada kegiatannya. Dana yang

ada tidak cukup untuk melaksanakannya.
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18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?
Untuk mengatasi dengan cara memenuhi apa saja yang kurang dalam
melaksanakan SPM tersebut. Menurut saya perlu penyederhanaan indikator-
indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah
direalisasikan, lebih mudah dalam pencapaian target-target yang ditetapkan.

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?

Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk
disahkan.

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

Sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.

Topoksi mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana
sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas
pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau.

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-
pameran. Informasi peluang usaha unggulan sudah dilakukan dengan

membuat brosur mengenai budidaya gaharu.
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Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dukungan dari BKPM dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SPM Bidang Penanaman
Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebarkan kepada

BKPM, jadi Pemerintah Daerah hanya mengirimkan personil saja.
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INFORMAN :

KEPALA BADAN /Bapak Drs. H. Adi Kasuma

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang
Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran
dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi
tersebut diberikan.

Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah
mengikutinya, tetapi dari dalam peraturan sudah jelas. Ada undangan untuk
mengikuti sosialisasi yang diadakan BKPM

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal -sudah memberikan penjelasan
dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman
umum tersebut.

Berdasarkan peraturan yang ada'sudah dijelaskan.

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati
dan melaksanakan. sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan
maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

Sudah konsisten. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam
melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan maupun
sasarannya.

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan

dengan baik ?
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Koordinasi antara bidang sudah cukup baik, Cuma dalam pelaksanaannya
masih ada kendala, seperti lambatnya peraturan-peraturan yang diperlukan
dalam pelaksanaan. (Peraturan kewenangan, tupoksi).

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang
dilakukan secara rutin?

Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang dipimpin
oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda.

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kuantitas sudah mencukupi?

SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari SKPD
lain.

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara
kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

Saya kira kualitas SDM di BPPTPM belum memadai.

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada
bawahan?

Sudah menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada
bawahan.

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai

tujuan/tugas?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 209

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBURAS-pdf

Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam
mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal.

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM
bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana
saja Dananya diperoleh?

Mengenai anggaran belum mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari APBD
Kabupaten Lamandau.

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan
SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai‘, apa saja yang dinilai
masih kurang, mohon dijelaskan?

Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah
cukup memadai.

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman
Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

Saya mendukung dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal. Karena
dengan adanya SPM ini tupoksi mulai jalan, ada peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang
Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk
mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum
dipahami?

Secara umum sudah paham, karena berhubungan dengan tupoksi.
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14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Bupati
membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal.

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

Insentif belum ada.

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman
Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan
perkembangan dan kendala secara periodik?

Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Dan laporan fisik dan
keuangan secara periodik sudah-dilaksanakan.

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan
SPM Bidang Penanaman Modal ini?

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM
Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia, dana/anggaran, sarana
dan prasarana. Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerja sama
kemitraan. Tidak dibuat perencanaan kegiatannya dalam DPA. Anggaran
yang ada belum mencukupi untuk melaksanakannya. Belum mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan izin. Anggaran tidak mencukupi untuk
melakukan bimbingan secara maksimal. Sampai saat ini belum memiliki hak

akses ke SPIPISE. Belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan
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sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat sehingga tidak
direncanakan kegiatannya.

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;

Mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan SDM maupun Anggaran.
Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih
mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani
daerah.

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan
SPM Bidang Penanaman Modal?

SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP.
Sekarang masih dalam proses.

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah
diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.

Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?
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Kegiatan untuk informasi peluang usaha unggulan sudah mencapai target.
Anggaran yang ada ini di bagi-bagi untuk banyak kegiatan karena kegiatan
yang lain juga harus dilakukan. Biar semuanya jalan, biar kegiatan
semuanya ada dananya. Makanya untuk kegiatan peluang informasi investasi
ini sementara hanya membuat brosur saja. Promosi penanaman modal juga
sudah tercapai, untuk promosi peluang penanaman modal biasanya kami
mengikuti pameran-pameran yang diadakan di provinsi maupun diluar
provinsi. Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di
koordinir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

Sistem sudah ada/berjalan, Cuma SDM yang belum memadai/mencukupi.
Untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas perlu

dukungan dana dari pusat misalnya Kementrian Dalam Negeri atau BKPM”.
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LAMPIRAN §.

PENYAJIAN DATA, ANALISA DATA, DAN PEMBAHASAN FAKTOR-
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERDASARKAN TEORI
EDWARD III

a. Penyajian Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat
Berdasarkan Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward 111, ada empat faktor yang merupakan syarat
utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya,
disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat
faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1) Faktor Komunikasi

Ada 3 hal penting dalam proses komunikasi yaitu proses penyampaian

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi ‘informasi yang disampaikan.
Penyampaian informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal sudah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seperti yang
dikatakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal dalam wawancara 23 April 2014 :
Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah
mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan
yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten
dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah
cukup baik. Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang
di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. (Wawancara 23
April 2014).

Seperti juga yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal,
dalam wawancara tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik
tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum

maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah
konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang
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diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman
Modal. Koordinasi antar bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah
saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan
secara rutin.

Pernyataan dari Kepala Badan dan Kepala Bidang Penanaman Modal ini
dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau yang mengatakan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan SPM
Bidang Penanaman Modal sudah berjalan dengan baik, berikut petikan
wawancaranya :

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan-oleh pihak BKPM baik
tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan
operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan. sudah konsisten dalam arti
mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai
tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal. Antara bidang sudah
berkoordinasi dengan baik dan sudah-dilakukan pertemuan baik secara formal
maupun informal. (Wawancara 21 April 2014).

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Kepala Sub. Bidang
Pengembangan dan Promosi Investasi bahwa proses komunikasi telah berjalan
dengan baik, berikut petikannya:

BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran
SPM Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan umum. Semua
pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun
horisontal sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam
mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.
Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling
mendukung dan berjalan dengan baik. (Wawancara 14 April 2014).

Demikian pula yang diungkapkan oleh Pelaksana Bidang Penanaman
Modal dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan lagi
ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas.
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Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan
yang lainnya. Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada
masyarakat tidak maksimal. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada pertemuan
antara instansi.

2) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia baik jumlah maupun
keahlian, informasi yang relevan, wewenang dan fasilitas berupa sarana prasarana
dan dana (kondisi keuangan). Terkait dengan implementasi kebijakan SPM
Bidang Penanaman Modal kondisi sumber daya manusia di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau menurut Kepala
Bidang Penanaman Modal masih belum mencukupi baik secara kuantitas maupun
kualitas, berikut petikan wawancaranya;

Sumber daya manusia pelaksanaan SPM'Bidang Penanaman Modal di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal jumlahnya belum
mencukupi, demikian juga dengan  keahlian. Untuk dibidang penanaman
seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi
(sarjana ekonomi)”. (Wawancara 14 April 2014).

Senada dengan pendapat diatas, Kasubid Pengembangan Promosi dan
Investasi menyatakan sebagai berikut:

“SDM pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal secara kuantitas
belum mencukupi, sedangkan secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai,
karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM (pelaksana telah
mengikuti diklat Bidang Penanaman Modal)”. (Wawancara 14 April 2014).

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal bahwa SDM di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanman Modal Kabupaten Lamandau secara

kuantitas dan kualitas belum mencukupi. Berikut petikan wawancaranya:

“Secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai”. (Wawancara 14
April 2014).

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara 23

April sebagai berikut:
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“SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari
SKPD lain. Saya kira kualitas SDM di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal belum memadai”.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis SDM
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanman Modal Kabupaten
Lamandau baik secara kuantitas maupun kualitas belum cukup dalam wawancara
21 April 2014 sebagai berikut:

Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal masih belum cukup. Dibidang
penanaman modal ada 4 personil, 1 kabid, 1 kasubbid dan 2 orang pelaksana.
Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya tim teknis tetapi belum
terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal. Secara kualitas masih- belum mencukupi,
sebagian besar staf pendidikannya hanya dari sekolah menengah umum. Hanya
pejabat struktural nya yang mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang
pendidikannya hanya sampai sekolah menengak.

Sedangkan dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal telah di berikan informasi yang relevan seperti yang dikatakan oleh Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis, bahwa:
Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan
memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan, telah ada panduan operasional.
Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus
dicapai dalam pelaksanaan tugas. (Wawancara tanggal 21 April 2014).

Pendapat yang senada disampaikan Kepala Bidang Penanaman Modal
dalam wawancara 14 April 2014,

“Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan
dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan
tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan
tugas”.

Sedangkan Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi

dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan sebagai berikut:
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“Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan
dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan”.

Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam wawancara 14
April 2014, sebagai berikut:

"Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan”.

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan bahwa dalam
melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan petunjuk

kepada bawahan, berikut petikan wawancaranya:

“Sudah menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada
bawahan’. (Wawancara 23 April 2014).

Wewenang dalam pelaksanaan program/kégiatan telah diberikan. Tetapi
dalam pelaksanaan pemberian perizinan pénanaman modal baru di berikan pada
bulan oktober tahun 2013 seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Penanaman
Modal bahwa:

“Pelimpahan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan
peraturan Bupati Nomor. 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman
modal dilakukan oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lamandau’.
(Wawancara 14 April.2014).

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Promosi dan Investasi bahwa:

“Sekarang ini sudah dilimpahkan wewenang yang diperlukan untuk
mencapai tujuan/tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”.
(Wawancara 14 April 2014).

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis mengatakan

dalam wawancara 21 April 2014, bahwa:

“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun
2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013".
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Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan bahwa dalam
pelaksanaan SPM Bidang penanaman Modal sudah melimpahkan wewenang yang
diperlukan. Berikut petikan wawancaranya,

“Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan”. (Wawancara 14 April
2104).

Demikian juga juga yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara
23 April 2014 sebagai berikut:

“Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam
mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal” .

Dari sisi fasilitas dimana di dalamnya termasuk dana/finasial dan sarana
prasarana dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman  Modal masih belum
mencukupi seperti yang diungkapkan Kepala: Bidang Pelayanan Perizinan
Lanjutan Dan Strategis :

Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan
pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa
administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain
yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh dari
APBD. Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua
sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan,
mengingat kondisi~jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan
memudahkan kalaw. kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan.
(Wawancara 21 April 2014).

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal
dalam wawancara 14 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika dilihat
dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini memerlukan
dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari APBD. Sarana dan
prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses
untuk masuk ke aplikasi BKPM (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan
SPIPISE yang merupakan bagian dari SPM.
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Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang

Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut :
Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal
belum mencukupi. Dananya diperoleh dari APBD. Sarana dan prasarana untuk
penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih ada kekurangan
seperti alat transportasi (mobil operasional). Mobil operasional diperlukan untuk
melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (Wawancar 14 April
2014).

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam
wawancaranya sebagai berikut:

“Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten
Lamandau. Sarana dan parasarana masih kurang juga”. ( Wawancara 14 April
2014).

Sedangkan menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014
mengatakan bahwa sarana dan sarana sudah cukup'memadai tetapi anggaran yang
diperlukan masih kurang. Berikut petikan wawancaranya:

“Mengenai anggaran .belum_ mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari
APBD Kabupaten Lamandau. Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang
pelaksanaan SPM ini sudah cukup memadai”.

3) Faktor Disposisi/Sikap

Faktor Disposisi/ sikap meliputi sikap pelaksana terhadap kebijakan,
dukungan ‘pimpinan, insentif bagi pelaksana, dan tranparansi. Dari hasil
wawancara sikap pelaksana sebagai implementor terhadap kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal tidak memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Kepala
Badan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang

kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur
kinerja”.(Wawancara 23 April 2014).
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Hal ini di konfirmasikan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal yang
mengatakan bahwa:

“Saya mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal
ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Secara umum yang menjadi tugas sudah
dipahami dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini”
(Wawancara 14 April 2014).

Pernyataan senada di katakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Promosi dan Investasi:

“Saya mendukung sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pekerjaan. Secara umum mengimplementasikan SPM ini
berdasarkan topoksi saya sebagai Kasubbid” (Wawancara 14 April 2014).

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Lanjutan Dan Strategis:

“Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini juga

merupakan acuan/panduan untuk bekerja... Saya sudah memahami dalam

mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas
pokok saya”.(Wawancara 21 April 2014).

Pendapat yang senada dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal
dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

“Saya mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah
memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut”.

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sudah ada dukungan
dari pimpinan. Dukungan pimpinan berpengaruh karena merupakan komando
dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dalam melakukan koordinasi
dengan instansi terkait. Dalam hal pemberian insentif bagi pelaksana di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum dilakukan.
Sedangkan transparansi pelaksanaan program/kegiatan sudah dilakukan secara

transparan. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal:
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Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam
pelaksanan sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Selama ini
insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal belum ada. Dalam pelaksanaan Program/kegiatan sudah
dilakukan secara transparan. Setiap bulan sudah dibuat laporan belanja
langsung maupun belanja tidak langsung. (Wawancara 14 April 2014).

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang
Pengembangan Promosi dan Investasi :

Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini karena
merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Selama ini kami belum
mendapatkan insentif dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan dengan
cara diumumkan melalui website LKPP baik yang untuk pengadaan barang/jasa
maupun yang dilakukan dengan swakelola. (Wawancara 14 April 2014).

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Pelaksana Bidang
Penanaman Modal”

“Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas. Tidak ada Insentif. Sudah
dilakukan secara transparan. Belum_ dibuat laporan secara periodik”.
(Wawancara 14 April 2014).

Kepala Bidang Pelayanan- Perizinan Lanjutan Dan Strategis dalam
wawancara 21 April 2014 mengemukakan sebagai berikut:

Dukungan pimpinan-sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun
Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur
dalam kepemerintahan yang baik. Kami belum diberikan insentif sebagai
tambahan penghasilan. Yang saya tahu di Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi sudah diberikan insentif. Pelaksanaan program/kegiatan SPM
Bidang Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan
perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan belum dilakukan ,
biasanya untuk khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester.
Secara global laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung
maupun tidak langsung.

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Badan, dalam wawancara 23
April 2014. Berikut petikan wawancaranya:
Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal. Insentif belum ada. Program/kegiatan sudah dilakukan
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secara transparan. Dan laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah
dilaksanakan.

4) Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi meliputi SOP dan fragmentasi. Pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah ada pembagian
tanggung jawab pekerjaan yang jelas yang diatur dalam peraturan Bupati Nomor
39 tahun 2013, demikian juga tentang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman
Modal tetapi untuk SOP belum ada. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis bahwa,

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal . di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada SOP nya. Pada saat ini
SOP sudah dibuat dan sekarang dalam proses pengesahan SOP tersebut. Untuk
pembagian tanggungjawab pekerjaan sudah diatur dalam Peraturan Bupati.
(Wawancara 21 April 2014).

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Kepala Bidang Penanaman
Modal dalam wawancaranya sebagai berikut:

SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Tugas melaksanakan SPM
Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37
tahun 2012 tentang- penyelenggaraan PISP di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.  Sudah ada Topoksi/
peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian
tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau). (Wawancara 14 April 2014).

Demikian juga dengan yang dikemukan oleh Kepala Sub. Bidang
Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014:

SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan
SOP tersebut. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012
tentang penyelenggaraan PISP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada wewenang dan
tanggungjawab masing-masing pelaksana dan sudah diatur dengan Peraturan
Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancaranya mengatakan
sebagai berikut:
SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Sudah diatur
dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian

tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau). (Wawancara 14 April 2014).

Kepala Badan juga mengemukakan pendapat yang sama dalam
wawancaran 23 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:
SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. Sekarang
masih dalam proses. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun
2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati
untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan; Bupati nomor 39 tahun 2013

tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) .

Dari penyajian data dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam
implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

1) faktor komunikasi; dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal;

2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman
Modal adalah indikator informasi;

3) faktor sikap/disposisi yang mendukung  implementasi SPM Bidang
Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap
kebijakan, dan Transparansi.

Sedangkan faktor — faktor penghambat implementasi SPM Bidang

Penanaman Modal adalah :
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1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasiltas dalam
kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal,

2) faktor disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi yang
menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

3) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

b. Analisa Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat
Berdasarkan Teori George C. Edward I

1) Faktor Komunikasi

Hasil analisa data dari faktor komunikasi yang telah diuraikan diatas dapat
diketahui bahwa proses komunikasi antar pembuat kebijakan, implementor
kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan . SPM Bidang Penanaman Modal
sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Tabel 4.1

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal
Ditinjau dari Faktor Komunikasi

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab

1 Transmisi Implementor telah memahami | Peraturan kebijakan telah
dan mengetahui apa saja yang | diteruskan dari deputi Bidang
harus dilakukan sehubungan | Penanaman Modal kepada
dengan pelaksanaan SPM | pelaksana SPM bidang
Bidang Penanaman Modal penanaman modal

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan | Penjelasan melalui Perka BKMP
kejelasan tujuan dan sasaran | No 14 Tahun 2011 tentang
SPM  Bidang Penanaman | Standar Pelayanan = Minimal

Modal Bidang  Penanaman  Modal
Propinsi dan Kabupaten/Kota
3 Konsistensi Semua yang berkepentingan | Perintah  pelaksanaan  yang

dalam melaksanakan SPM | diterima sudah jelas dan tidak
Bidang Penanaman Modal | bertentangan

sudah konsisten dalam
melaksanakan perintah baik
tujuan maupun sasaran

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi | Dilakukan koordinasi formal
terkait sudah baik (rapat koordinasi, pertemuan) dan
informal antara pelaksana

kebijakan

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 225

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



2) Faktor Sumber Daya

UNIVERSITAS TEHBBAS pdf

Dari hasil analisa faktor sumber daya dalam implementasi SPM Bidang

Penanaman Modal masih belum mendukung implementasi SPM Bidang

Penanaman Modal, hanya indikator informasi yang dalam

kondisi baik,

sedangkan indikator sumber daya manusia, wewenang dan fasilitas masih harus

ditingkatkan.

Tabel 4.2

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal
Ditinjau dari Faktor Sumber Daya

No Indikator

Hasil Analisis

Faktor Penyebab

1 Jumlah staf dan
keahlian

Secara kuantitas masih harus
ditingkatkan sedangkan secara
kualitas sudah cukup memadai
kompetensi pelaksananya

Jumlah staf sedikit, ada jabatan
kasubbid yang masih belum terisi.
Untuk meningkatkan keahlian staf
sudah mengikuti diklat penanaman
modal

2 Informasi

Informasi  sudahdilakukan
sehingga pelaksana
mengetahui. apa’ yang harus
dikkukan . dan pelaksanaan
berdasarkan peraturan-
_peraturan.

Pelaksana telah menerima Perka
BKMP No 14 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan peraturan lain
yang mendukung

3 Wewenang

Belum ada  pelimpahan
wewenang dalam perizinan
investasi

Wewenang perizinan investasi baru
dilimpahkan pada akhir tahun 2013

4 Fasilitas

Dana untuk kegiatan dan
sarana prasarana masih harus
ditingkatkan

Dana belum cukup memadai.
Diperlukan kendaraan operasional
untuk melakukan pembinaan

3) Faktor Sikap/Disposisi

Pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal tidak mempunyai pandangan

yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal

karena dukungan hanya dalam pelaksanaan tetapi tidak disertai dengan dukungan

anggaran maupun regulasi peraturan dan sudah transparan dalam pelaksanaan
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kegiatan. Faktor sikap/disposisi ini masih belum mendukung implementasi SPM

Bidang Penanaman Modal.

Tabel 4.3

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal
Ditinjau dari Faktor Sikap/Disposisi

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
1 Sikap implementor | Semua pelaksana sudah | Pelaksana  tidak  mempunyai
terhadap kebijakan mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan
dengan pembuat kebijakan
2 Dukungan pimpinan | Pimpinan sudah mendukung | Karena SPM. dipakai untuk
pelaksanaan tetapi tidak | mengukur kinerja, anggaran utuk
disertai dukungan anggaran | pelaksanaan SPM Bidang
dan regulasi peraturan Penanaman Modal tidak
mencukupi  serta  lambannya

regulasi peraturan

3 |Insentif bagi
Pelaksana

Tidak ada insentif ‘khusus
bagi pelaksana

Anggaran yang ada tidak cukup
memadai

4 Transparansi

Kegiatan sudah . dilakukan
secara  tramsparan  dan
dipertanggungajawabkan
sesuai ‘dengan peraturan

Program/ kegiatan diumumkan di
web site LKPP dan dipertanggung-
jawabkan sesuai dengan peraturan

4) Faktor Struktur Birokrasi

Dari hasil analisa faktor struktur birokrasi dalam implementasi SPM

Bidang Penanaman Modal masih kurang mendukung karena SOP yang

merupakan standar operasional belum dibuat dan pembagian tugas baru disahkan

pada akhir tahun 2013.
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Tabel 4.4

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang PenanamanModal
Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi | SOP masih dalam proses
Standar pelaksana pengesahan oleh Bupati
Operasional
Prosedur (SOP)
2  [Fragmentasi Pembagian tugas / uraian | Peraturan tugas pokok, fungsi
tugas sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru
disahkan bulan Oktober Tahun
2013

Dari hasil analisis data untuk faktor komunikasi.semua indikator dalam
kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi
Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal dan
tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui Perka BKMP No 14 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak
bertentangan. Selain.itu sudah dilakukan koordinasi formal (rapat koordinasi,
pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan.

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal
ini dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan
Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung.

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan

program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan
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dengan cara mengumumkan program kegiatan melalui web site LKPP dan
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus belum
ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai.

Sedangkan dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya
dalam kondisi tidak mendukung sehingga menghambat implementasi SPM
Bidang Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman
Modal sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan,
wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun
2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang
Penanaman Modal tidak cukup memadai dan ~tidak’ memilki kendaraan
operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan.

Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan
pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang
penanaman modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya
regulasi peraturan selain.itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang
Penanaman Modal juga tidak ada.

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan
peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013.

¢. Pembahasan dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat
Berdasarkan Teori George C. Edward 111

a. Faktor Komunikasi
Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan
informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan dan yang tidak kalah

pentingnya adalah koordinasi antara bidang dalam organisasi ataupun dalam
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koordinasi dengan instansi terkait. Dari hasil analisis data dapat diketahui
komunikasi sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, sehingga
menyebabkan proses implementasi jadi terhambat. Dalam mentransmisikan
perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh implementor dengan jelas,
akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah yang diberikan sudah
konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Edward III
(dalam Akib, 2010:5), bahwa “komunikasi suatu program hanya dapat
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan. konsistensi informasi
yang disampaikan”. Demikian juga dengan koordinasi, .dari hasil analisa data
koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan dengan
baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat. formal maupun informal antara
pelaksana kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor komunikasi sudah berjalan
dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman
Modal.

b. Faktor Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), dalam melaksanakan
kebijakan organisasi publik perlu memiliki sumberdaya yang terdiri dari staf,
informasi, wewenang dan fasilitas yang digunakan sebagai indikator untuk
mengukur kecukupan sumber daya.

Dari hasil analisis data jumlah staf di Bidang Penanaman Modal sebagai
pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal sangat kurang, jumlah staf yang

dimiliki hanya 2 orang, 1 orang Kasubbid, dan 1 orang Kepala Bidang serta 1
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jabatan struktural yang masih belum diisi. Dari aspek kualitas staf sudah memiliki
kompetensi yang dibutuhkan karena telah mengikuti diklat penanaman modal.
Dari indikator informasi sudah optimal karena telah mengetahui bagaimana SPM
Bidang Penanaman Modal di implementasikan dan memiliki legitimasi dalam
melaksanakannya. Wewenang yang diperlukan dalam melaksanakan SPM Bidang
Penanaman Modal masih belum optimal karena baru disahkan bulan Oktober
2013, sehingga ada keraguan dalam melaksanakannya. Dari indikator fasilitas
diketahui seperti gedung maupun peralatan kantor dapat dikatakan sudah cukup
memadai, tetapi dari aspek anggaran/finansial dana sarana operasional masih
belum mencukupi untuk implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.
Dana yang tidak mencukupi terlihat dari hasil analisis data bahwa fasilitas berupa
dana untuk kegiatan dan sarana prasarana masih harus ditingkatkan karena dana
belum cukup memadai dan diperlukan kendaraan operasional untuk melakukan
pembinaan.

Dengan demikian-dapat disimpulkan faktor sumber daya yang dilihat dari
indikator jumlah ‘staf .dan keahlian, wewenang dan fasilitas di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendukung implementasi
kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. Hanya indikator informasi yang

sudah mendukung.

¢. Faktor Disposisi/Sikap
Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:83), disposisi merupakan
faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki

oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus
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dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga
mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan.

Dari hasil analisis data sikap implementor terhadap kebijakan sudah
mendukung. Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan
pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal karena hanya berupa
dukungan dalam pelaksanaan saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup
dan lambannya regulasi peraturan. Dalam hal transparansi , program dan kegiatan
telah dilakukan secara transparan.  Transparansi ini dilakukan dengan
mengumumkan program dan kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan
barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan
sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari
indikator disposisi ini yang juga harus diperhatikan juga adalah indikator insentif
bagi pelaksana tidak ada karena keterbatasan anggaran. Padahal insentif ini dapat
menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah
dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang dikemukan oleh Edward III
adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan
akan menjadi. faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan
perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-
kepentingan pribadi (self-interest), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk
kedepannya pemberian insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini harus
dipertimbangkan dalam pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan
perintah dengan baik. Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam
dalam implentasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
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Dengan demikian dapat disimpulkan faktor Disposisi di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendukung implementasi
kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Dari hasil analisis faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator
ketersediaan Standart  Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung
karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses
pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian
tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada
bulan Oktober 2013.

Menurut Edwards III (dalam Hutagalong, 2013:25), ada 2 karakteristik
yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat Standard
Operating Procedures (SOP).. dan fragmentasi. Fragmentasi organisasi adalah
penyebaran tanggungjawab. pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih
(duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh.

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk membakukan dan mengarahkan
perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan-
aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya (Tachjan, 2006:118).

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor struktur birokrasi di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

belum mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dalam
proses implementasi SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah:

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi sudah dalam kondisi mendukung implementasi kebijakan SPM
Bidang Penanaman Modal;

2) Faktor sumber daya yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM
Bidang Penanaman Modal adalah indikator informasi;

3) Faktor disposisi/sikap yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM
Bidang Penanaman Modal adalah indikator « Sikap-implementor terhadap
kebijakan, dan transparansi.

Sedangkan yang menjadi faktor — faktor penghambat implementasi
kebijakan SPM Bidang Penanaman. Modal pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah :

1) Faktor sumber daya,.indikator jumlah staf , wewenang dan fasiltas dalam
kondisi yang tidak mendukung, sehingga menghambat implementasi SPM
Bidang Penanaman Modal,

2) Faktor Disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi tidak
mendukung. Karena hanya mendukung dalam pelaksanaan tetapi tidak
disertai dukungan dana yang cukup serta lambannya pengesahan peraturan
kewenangan perizinan investasi

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam
hal ini adalah lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan

kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian
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tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau dalam kondisi yang tidak mendukung sehingga menghambat

implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.
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LAMPIRAN 6.
PRAKIRAAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
PELAYANAN DASAR PRAKIRAAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
NO INDIKATOR TAHUN PERTAMA TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA
KEGIATAN TARGET BIAYA KEGIATAN TARGET BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
A |Kebijakan Penanaman Modal
1 Tersedxgnya informasi peluang usaha Penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang 1 Paket 50.000 000 Penyusunan.informasi peluang usaha sektor/bidang 1 Paket 50.000.000
sektor/bidang unggulan usaha unggulan usaha unggulan
Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten | Paket 150.000.000 Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten 1 Paket 150.000.000
Lamandau Lamandau
Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha
unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) 1 Paket 25.000.000|unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) i Paket 25.000.000
dan/atau media elektronik ( CD atau website) dan/atau media elektronik ( CD atau website)
Kajian rencana umum penanaman modal tahap awal 1 Paket 100.000.000|Kajian rencana umum penanaman modal lanjutan 1 Paket 95.000.000
B [Kerjasama Penanaman Modal
2 |Terselenggaranya fasilitasi pemerintah Pendataan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan Pendataan jumiah usaha mikro, kecil, menengah dan
daerah dalam rangka kerjasama koperasi yang potensial untuk dimitrakan. 12 5.000.000 koperasi yang potensial untuk dimitrakan. 12 Bulan 25.000.006
kemitraan: Pendataan untuk mencaripengusaha tingkat
Pendataan untuk mencaripengusaha tingkat 12 © Bulan 25.000.000 [kabupaten/Nasional yang berminat melakukan 25.000.000
kabupaten/Nasional yang berminat melakukan kemitraan. kemitraan.
Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha. Paket 100.000.000 Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha. ! Paket 100.000.000
C |Promosi Penanaman Modal
Terselenggaranya promosi peluang Penyelengaraan pameran investasi dan forum investasi |3 Kali 250.000.000 | Penyelengaraan pameran investasi dan forum investasi {3 Kali 250.000.000
penanaman modal kabupaten Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan 3 Kali 200.000 000 Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan 3 Kali 200.000. OOO]‘
luar negeri luar negeri
Penyelengaraan pameran tingkat kabupaten 1 Kaii 30.000.000| Penyelengaraan pameran tingkat kabupaten 1 Kali 30.000.000[f
D |Pelayanan Penanaman Modal
Terselengga:ra.nya pt?layanan perizinan Perpl?uatan leaflet/brosur informasi perizinan dan non | Paket 20.000 000 Pen.ﬂ?uatan leaflet/brosur informasi perizinan dan non 1 Paket 20.000.000
dan non perizinan bidang penanaman perizinan. perizinan. “
m_odal melalui Ifelgyanan Terpadu Satu Kepgsama dengan mgd@ eletronik untuk informasi | Paket 50.000.000 Ke_l'J?sama dengan mf:d}a eletronik untuk informasi 1 Paket 50.000 000
Pintu (PTSP) di bidang penanaman perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan
modal: Penggdaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 1 Paket 125.000.000 Pqu?daan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 1 Paket 125.000.000
perizinan dan penanaman modal perizinan dan penanaman modal
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Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan {Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal
Kegiatan Penanaman Modal kepada (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMA/PMDN {12 Bulan 40.000.000 | (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMA/PMDN (12 Bulan 40.000.000(
masyarakat dunia usaha di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau
Pengadaan mobil operasional I Unit 400.000.000|Pengadaan mobil operasional 1 Unit -
Pengadaan motor operasional 4  Unit 100.000.000| Pengadaan motor operasional 4 Unit -
lI:’csl’gbmaa.n, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan 12 bulan 50.000.000 Il:eBrgbmaa.n, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan 2 bulan 50.000.000 “
Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan 12 bulan 97.000.000 Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan 12 bulan 97.000.000
pelaksanaan penanaman modal pelaksanaan penanaman modal
Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan operasional 12 Bulan 50.000.000
Pengelolaan Data Dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
Tenmplemenmsnk?qnya Sistem Pglayanan PengaQamT sarana dan prasarana pendukung 12 Bulan 200.000.000 PengaQaaq sarana dan prasarana pendukung 12 Bulan 120.000.000
Informasi dan Perizinan Investasi Secara |operasioalisasi SPIPISE operasioalisasi SPIPISE
Elektronik (SPIPISE) Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE 12 Bulan 25.000.000 Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE 12 Bulan 25.000. OOO“
Pengfembangan sistem informasi terhadap pelayanan 1 Paket 49.750.000 Pen.gc':mbangan sistem informasi terhadap pelayanan I Paket 49.750.000
perizinan dan penanaman modal perizinan dan penanaman modal
Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan 12 ~Bulan 25.000 000 Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan 12 Bulan 15.000. OOO]'
masyarakat masyarakat
Survei indek kepuasan masyarakat (IKM) 1. Paket 49.500.000|Survei indek kepuasan masyarakat (IKM) 1 Paket 49.500.000
Penyebarluasan, Pendidikan, dan
Pelatihan Penanaman Modal
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan
.. . o : Oran, 0.000. o . O h .000.
penanaman modal kepada masyarakat non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan. 3 s 3 000 non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan. 3 Orang 30.000.000
dunia usaha Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang 2 Kali 70.000.000 Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang 5 Kali 70.000.000
Penanaman Modal Penanaman Modal
Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman 2 Kali 40.000.000 Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman 2 Kali 40 000,000
modal modal
Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan
PMA/PMDN di dacrah tertinggal. 2 Usaha | 100.000.000],0, 4 mMDN di daerah tertinggal 2 Usha 100.000.000
JUMLAH 2.426.250.000 1.881.250.000“
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